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Analisis Penggajian pada Usaha Syariah:  
Studi Kasus pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo  
Cabang Makassar 
 
Analysis Salary at Sharia Business:  
Case Study on Restaurant Ayam Bakar Wong Solo Branch Makassar 
 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggajian pada sebuah usaha 
syariah dilihat dari aspek keadilan dalam Islam. Peneliti mengambil objek 
penelitian pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan realitas pada objek 
penelitian dan membandingkannya dengan konsep penggajian yang adil dalam 
islam. Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa berupa wawancara 
langsung dengan pihak-pihak terkait dan data sekunder berupa literatur-literatur  
yang relevan serta mendukung pembahasan penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada penggajian di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Cabang Makassar telah cukup adil, hanya saja perlu dilakukan pembenahan 
pada bagian keuangan serta kepatuhan terhadap aturan upah yang ditetapkan 
oleh pemerintah. 
 
Kata kunci:  usaha syariah, penggajian, keadilan  
 
The research aims at determine the salary in Sharia business based aspects of 
justice in Islam. The study was conducted at Restaurant Ayam Bakar Wong Solo 
Branch Makassar. Data analysis method that used in this research is qualitative 
analysis by describe the facts of the object of research and compare it with the 
justice concept of salary in Islam. The research data was obtained from the 
primary data in the form of interviews directly with the relevant parties, secondary 
data from relevant literature that supporting content of the research. The results 
showed that on the salary at Restaurant Ayam Bakar Wong Solo Branch 
Makassar fair enough, just needs to be improved the finance department and 
compliance with the rules of the wages set by the government. 
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1.1 Latar Belakang 
Secara alamiah dalam hidup bermasyarakat terjadi transaksi dan interaksi 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Di samping kebutuhan akan materi, 
manusia juga dihadapkan pada kebutuhan jasa, di sinilah keseimbangan terjadi, 
sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain 
membutuhkan jasa tenaga kerja mereka. Dalam transaksi pertukaran pemenuh 
kebutuhan inilah dikenal adanya gaji (upah) yang dalam kamus besar bahasa 
indonesia berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 
atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 
sesuatu. 
Menurut paham marxisme persoalan upah ini adalah salah satu yang 
menyebabkan munculnya pembagian kelas menjadi kelas pekerja atau 
proletariat dengan kelas kapitalis atau borjuis. Hubungan sosial yang terjadi 
antara borjuis dengan proletariat pada dasarnya mengandung konflik 
fundamental karena hubungan mereka adalah hubungan yang bersifat sepihak 
dan eksploitatif (Suparjan dan Hempri, 2002:296). Hal inilah yang kemudian 
melatarbelakangi kerja-kerja manusia kemudian dinilai hampir setara dengan 
mesin-mesin pabrik sebab kapitalisme telah menjadikan pengakumulasian modal 
sebagai tujuan utama individu maupun entitas bisnis yang mengakibatkan upah 
atau kompensasi yang didapatkan para pekerja (buruh, karyawan, pegawai) 
kadang sangat rendah dalam artian tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar 





tidak produktif dan sesuai dengan yang pemilik modal inginkan, maka yang 
bersangkutan akan diganti dengan manusia lain yang lebih produktif, layaknya 
mengganti sebuah mesin yang sudah rusak.          
Demikian pula fakta riil yang kini dapat ditemui di lapangan dalam 
kaitannya dengan penggajian, bahwa gaji adalah masalah yang tidak pernah 
selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Gaji 
seolah-olah merupakan kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen 
perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakannya 
(Kamaluddin, 2007:127). Tidak jarang juga ditemukan bahwa umumnya ada 
kecenderungan bagi setiap perusahaan untuk menekan gaji (upah) karyawan, 
sebaliknya bagi karyawan, upah merupakan salah satu sumber pendapatan, 
sehingga kecenderungan karyawan adalah menuntut upah yang tinggi agar 
dapat digunakan untuk menutup segala keperluan hidup dan kehidupannya.  
 Oleh karena itu, gaji menjadi menarik untuk diperbincangkan sebab 
merupakan salah satu faktor determinan yang seringkali menyebabkan 
hubungan konfliktual antara pemilik modal dan pekerja mencuat kapan saja. 
Dalam konteks ini, persoalan ketidakadilan merupakan masalah yang sering 
mengemuka ketika ada upaya untuk mencari jalan tengah dalam persoalan ini.  
Berdasarkan sudut pandang ekonomi, faktor penentu gaji (upah) yang 
umumnya dianggap telah mencerminkan keadilan adalah pasar tenaga kerja 
(market labor). Padahal manusia bukanlah seperti faktor produksi lainnya. 
Manusia bukanlah benda mati, sehingga ia tidak dapat diperlakukan sama 
seperti barang modal yang dapat diperjualbelikan begitu saja. Islam dalam hal ini 
memandang bahwa setiap manusia memiliki derajat kemuliaan apapun itu posisi 
atau jenis profesinya. Allah SWT sangat mencintai hamba-Nya yang gigih 





seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa “sebaik-
baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang 
lain” (HR. Bukhari dan  Muslim).  
Menurut sudut pandang pemilik usaha (pemberi kerja), bahwa dengan 
memiliki bargaining position yang kuat maka pengusaha dalam hal penentuan 
gaji memiliki posisi tawar yang lebih besar dibanding pekerja. Sehingga, 
subjektifitas ini menjadi salah satu faktor determinan yang rawan memicu 
terjadinya ketidakadilan dalam pemberian gaji kepada karyawan, di mana pemilik 
akan mendapatkan keuntungan yang berlebih, sementara pekerja akan terzalimi 
dengan permainan gaji yang dilakukan oleh pemilik. Tidak jarang juga, bahwa 
Upah Minimum Regional atau Propinsi menjadi satu-satunya acuan dalam 
penetapan gaji karyawan. Padahal lebih dari itu, dalam persoalan ini Rasulullah 
secara tegas telah menasehatkan untuk memberi pekerja imbalan yang sesuai 
dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-
faktor produksi lainnya (Afzalurrahman, 1995:394). “Dan sesungguhnya kami 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. An-Nahl [96]). 
Kedua sudut pandang di atas sangat jelas menunjukkan kelemahan terkait 
sistem gaji yang telah ada dan juga bagaimana garis besar pandangan islam 
dalam menyikapi persoalan tersebut secara lebih bijaksana bahwa dalam 
menentukan gaji (upah) seseorang harus bersikap adil, yakni tidak berat sebelah, 
tidak memihak atau manyamakan yang satu dengan yang lain. Atas dasar itu, 
maka penulis coba mengkaji lebih dalam dengan mengambil salah satu model 
perspektif Islam sebagai cara pandang berbeda dalam menyikapi persoalan 
penggajian ini. Menarik untuk dikaji tentang bagaiamana konsep syariat Islam 





seorang pelaku ekonomi dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Karena 
pendekatan ini telah menjadi perhatian besar dikalangan praktisi dan akademisi 
diberbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia yang kemudian dalam 
bangku perkuliahan serta literatur-literatur keilmuan biasa dikenal sebagai salah 
satu bagian dari disiplin ilmu, yakni ekonomi Islam (Islamic economics) dan 
termasuk di dalamnya juga dikaji tentang akuntansi syariah (Islamic accounting). 
Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana suatu 
entitas bisnis syariah dalam menerapkan penggajian karyawan, pegawai atau 
buruhnya sesuai dengan ajaran Islam, sebab dalam konsep muamalah setiap  
perusahaan diberikan hak untuk menentukan cara masing-masing dalam 
menyusun serta mengelola sistem penggajiannya selama hal tersebut tidak 
melanggar syariat agama. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk mengangkat 
permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “Analisis 
Penggajian Pada Usaha Syariah: Studi Kasus Pada Rumah Makan Ayam 
Bakar Wong Solo Cabang Makassar”.        
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penggajian pada usaha syariah di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Cabang Makassar ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Fokus dari penelitian yang telah diuraikan pada rumusan masalah diatas 





pada usaha syariah di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 
Makassar. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Secara teoretis, kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 
akuntansi syariah, terutama yang berkaitan dengan penggajian pada usaha 
syariah. 
b. Guna memperkaya literatur-literatur penelitian bagi peneliti dan akademisi 
yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian mengenai penggajian pada 
usaha syariah. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada 
pihak-pihak yang dibawah ini: 
a. Entitas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau 
masukan dalam penggajian yang sesuai ajaran islam sehingga akan lebih 
baik dimasa mendatang.  
b. Masyarakat umum, sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi  
kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya 
yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang 
lain. 
c. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih 
lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada konsentrasi 






1.5  Sistematika Penelitian   
Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini merupakan bab yang berisi teori-teori yang relevan dengan 
pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam 
menganalisa masalah.  
Bab III Metode Penelitian 
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, jenis dan sumber data serta teknik analisa data yang 
akan dipakai. 
Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian 
Bab ini berisikan profil perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat 
perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan manajemen 
perusahaan. 
Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Bab ini berisi penjelasan tentang evaluasi terhadap penggajian pada usaha 
syariah di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar dengan 
melihat sejauh mana pencapaian penggajian yang adil pada perusahaan. 
Bab VI Penutup 
Bab ini berisikan berisi tentang kesimpulan dari penelitian,dan saran-saran 
untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang 









2.1 Usaha Syariah 
Kata “usaha atau bisnis” dalam Ilmu Ekonomi sering didefinisikan sebagai 
kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang (organisasi) yang 
menjual barang dan jasa (create of goods and service) untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. 
Sedangkan terminologi kata “syariah” sudah tentu akan merujuk pada peraturan 
atau ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. 
Ketika dua kata ini, “usaha” dan “syariah” disandingkan maka akan mengarah 
kepada praktek bisnis atau usaha yang sesuai koridor Islam.  
Di dalam Al-Quran usaha syariah ini diungkapkan dengan menggunakan kata 
al-tIjarah, al-bai’u, tadayantum, dan isytara (Muhammad dan Fauroni : 2002). Al-
Quran memandang bisnis (usaha) sebagai pekerjaan yang menguntungkan. 
Banyak petunjuk di dalam syariat Islam, dalam bentuknya yang sangat detail, 
tentang praktek bisnis yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. kumpulan 
aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang terkandung di dalam petunjuk 
tersebut merupakan hal yang dapat menghantarkan manusia dalam 
kehidupannya menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat (Yenti, 
2011). 
Usaha khususnya dalam hal jual beli merupakan kegiatan tolong menolong 
antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik 
dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma’. Allah SWT berfirman “dan Allah telah 




dalam firman-Nya yang lain “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (Q.S. Al-Baqarah [2]:198). Kemudian di 
dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. dijelaskan Nabi Muhammad saw pernah 
ditanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan 
manusia tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Barzar dan Al-
Hakim). 
Menurut Qardawi (Yenti, 2011) Islam secara tegas telah memisahkan antara 
nilai-nilai dan perilaku dalam usaha. Di antara norma-norma atau nilai-nilai 
syariah itu secara rinci adalah sebagai berkut : 
1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram 
Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah pedagang tidak akan 
menjual barang-barang seperti psikotropika, barang kadaluarsa, barang-
barang merusak atau berbahaya, media informasi yang mempromosikan ide-
ide merusak, buku-buku/majalah yang berisikan pornografi, dan barang-
barang yang diciptakan musuh-musuh Allah. 
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur 
Perilaku yang muncul dari bersikap benar (shiddiqi) adalah tidak berbohong 
dalam mempromosikan harga dan penetapan harga, apalagi diiringi sumpah 
palsu. 
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga 
Diantara perilaku yang muncul dari sikap amanah (tanggung jawab) adalah 
menepati janji atau kontrak, menjelaskan ciri-ciri, kualitas, harga barang 
tanpa melebih-lebihkannya. Sementara perilaku yang akan muncul dari 
bersikap jujur adalah menjelaskan kekurangan-kekurangan barang dagangan 
yang dia ketahui, dan yang tidak terlihat oleh pembeli, tidak melipatgandakan 




4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli 
Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai’ gharar (jual beli 
yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, 
menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan 
barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar 
hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua 
transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu. 
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan 
Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur 
pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain. 
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. 
Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantarnya adalah tidak 
bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak 
melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam 
berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang 
diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat. 
Beberapa nilai yang diungkapkan di atas merupakan hal yang mesti ada 
pada setiap usaha yang menerapkan konsep syariah di dalamnya. Bahkan 
dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang diungkapkan dari sekian banyak 
pedoman nilai yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya 
hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan bisnis/usaha antara satu 











2.2 Konsep Gaji (Upah) 
2.2.1 Pengertian Gaji (Upah) 
Dalam berbagai literatur telah banyak dijelaskan terkait pengertian gaji dan 
upah. Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. 
 ”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.  
Sedangkan pengertian gaji menurut Mulyadi (2008:373) adalah “pembayaran 
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 
jabatan manajer”. Selanjutnya, menurut Purwono (2003:2)  gaji (salary) biasanya 
dikatakan upah (wages) yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata 
usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji umumnya tingkatnya lebih 
tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan. Upah adalah pembayaran 
kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja dan 
diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk 
dipekerjakan secara terus-menerus. 
 Dari beberapa definisi umum di atas, dapat penulis tarik sebuah kesimpulan 
bahwa keduanya yakni gaji dan upah pada dasarnya merupakan suatu 
kompensasi dari perusahaan/pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan 
atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas 








2.2.2 Gaji (Upah) dalam Pandangan Islam 
 Dalam terminologi Islam, gaji (upah) dapat ditemui dalam bahasa arab yang 
biasa disebut al-Ijarah atau al-ujrah. Ia berasal dari perkataan al-ajr yang 
bermaksud balasan atau ganjaran atas sesuatu pekerjaan. Menurut  Zuhaili 
(2010:50) terdapat dua macam al-Ijarah yaitu Ijarah al’Ain dan Ijarah ad-
Dzaimah. Ijarah atas manfaat (Ijarah al’ain) disebut juga sewa-menyewa di mana 
objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, 
toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas 
manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk 
tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan 
perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak 
boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh 
mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah. 
 Ijarah atas pekerjaan (Ijarah ad-Dzaimah) disebut juga upah mengupah di 
mana objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang, yaitu dengan cara 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam 
ini dibolehkan apabila jenis pekerjaanya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek 
bangunan, desainer, dan lainnya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, 
seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang 
atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, 
seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik. Dalam hal ini, penulis akan 







 Para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikam Ijarah, di antaranya 
sebagai berikut (Hasan, 2003:227). 
a) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan Ijarah sebagai transaksi terhadap 
suatu manfaat dengan suatu imbalan.  
b) Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap 
manfaat  yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu 
imbalan  tertentu. 
c) Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan  
manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu 
imbalan. 
d) Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai harga yang harus dibayarkan pada 
pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.  
Dari beberapa definisi Ijarah atau gaji di atas, secara eksplisit memang mirip 
dengan definisi gaji (upah) dalam terminologi konvensional. Namun, poin penting 
yang membedakan adalah islam tidak hanya memandang gaji secara material 
saja, tetapi juga di dalamnya terkandung nilai spritiual, yakni sebagai sarana 
untuk memperoleh pahala dan ridho dari Allah SWT. Sehingga, dalam 
operasionalnya akan selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Islam. Dari sini 
dilihat bahwa Islam telah menggariskan gaji (upah) lebih komprehensif daripada 
pemahaman konvensional. 
 
2.2.3 Landasan Hukum Penggajian dalam Islam (Ijarah) 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gaji atau upah dalam islam 
dikenal dengan istilah al-Ijarah dan merupakan muamalah yang telah 
disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur (mayoritas) ulama 




ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis nabi dan 
ketetapan Ijma Ulama. 
Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-Ijarah dalam Al-Qur’an yang 
dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah terdapat dalam beberapa 
ayat diantaranya firman Allah dalam Surat at-Thalaq ayat 6 yang artinya “jika 
mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” dan dalam surat 
al-Qashash ayat 26 “salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, 
upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat 
dan dapat dipercaya”.  
Adapun dasar hukum dari hadits nabi diantaranya adalah Al Bukhari dan 
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda “Rasulullah 
SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”. 
Kemudian dalam riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda ”berikanlah upah 
atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”. 
Adapun dasar hukum Ijarah berdasarkan ijma’ ialah semua umat sepakat 
bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, tidak ada seorang 
ulama pun membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang 
diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi, 
2002:117). Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya Ijarah itu adalah untuk 
memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang 
mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga 
dan membutuhkan uang. Dengan adanya Ijarah, keduanya saling mendapat 









2.3 Tenaga Kerja dalam Islam 
Pembahasan terkait Ijarah tidak akan lepas dari adanya dua pihak, yakni 
adanya pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut ajiir dan ada pihak yang 
memberikan pekerjaan (penyewa). Ajiir adalah pihak yang harus melakukan 
pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah 
ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (penyewa) dengan ajiir sendiri. 
Dalam kaitan ini pihak ajiir dalam mengerjakan pekerjaannya dapat berupa 
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak.  
Pekerja (ajir) dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan kontrak kerja yang 
dilakukan kepadanya, yaitu pekerja umum dan pekerja khusus (An-Nabhani, 
2003:323). 
a. Pekerja khusus (al-ajiir al-khaash) adalah pekerja yang mengerjakan 
pekerjaan yang dibatasi waktu untuk satu orang tertentu atau lebih, disertai 
pengkhususan. Artinya, dia adalah pekerja yang khusus bagi penyewa saja 
dan dilarang untuk bekerja untuk orang lain selama masa penyewaan. Jika 
satu orang atau lebih menyewa seorang koki untuk memasakkan mereka 
saja, disertai penentuan waktu, maka koki tersebut adalah pekerja khusus. 
Ini termasuk Ijarah terhadap manfaat pekerja itu sendiri (kontrak terhadap 
manfaat orangnya). Contohnya adalah karyawan, buruh, pembantu rumah 
tangga dan lain-lain. Jika mereka bekerja kepada selain yang 
mengontraknya, upah mereka dapat dikurangi sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan. 
b. Pekerja umum (al-ajiir al-‘aam/al-ajiir al-musytarak) adalah pekerja yang 
bekerja untuk satu jenis pekerjaan/keahlian bagi siapa saja yang ingin 




terhadap manfaat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Contohnya adalah 
tukang cukur, arsitek, tukang foto, guru private, dokter spesialis dan lain-lain. 
Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah lebih fokus pada ajiir al-
khaash atau pekerja yang bekerja pada sebuah institusi perusahaan, bukan ajiir 
al-musytarak. 
Lebih lanjut, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya 
dalam posisi mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai 
umat-Nya yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. 
al-Jumu’ah ayat 10 yang artinya, “apabila telah ditunaikan sholat, maka 
bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kalian beruntung”. Ayat ini diperkuat oleh hadis yang 
diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: “tidaklah seorang di antara kamu makan suatu 
makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri”.  
Kemuliaan dan kehormatan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya 
bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu 
hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “sebaik-baik manusia di 
antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (HR. 
Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, Islam secara implisit menempatkan tenaga 
kerja dan gajinya (upah) sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab di 
dalam keduanya terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain 
dengan tentu didasarkan pada kaidah-kaidah yang telah digariskan di bawah 
koridor ajaran islam. 
 
2.4 Hubungan Kerja (Kontrak Kerja) 
Hubungan konfliktual yang terjadi antara pemberi kerja (musta’jir) dan 




dan pemberi kerja ke dalam dua kelompok yang saling bertolak belakang. 
Masing-masing memiliki kepentingan yang selalu bertentangan sehingga terjadi 
pemborosan-pemborosan modal dan ketenagakerjaan (Afzalurrahman, 
1995:384). Islam dalam persoalan ini meberikan perspektif tersendiri guna 
menyikapi konflik atau pertentangan yang sering terjadi antara pekerja dan 
pemberi kerja dengan menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan 
dan persaudaraan, dengan cara seperti itu maka dapat mencegah terjadinya 
benturan dalam kepentingan masing masing. Al-Qur’an dengan tegas 
menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk berbuat baik dan menajalin 
persaudaraan sesama muslim semata untuk mencari keridhaan Allah SWT, 
seperti yang terkadung dalam surat al-Hujaraat ayat 10 yang artinya “... 
sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat 
rahmat”. 
Kemudian kaum muslimin dianjurkan untuk menghilangkan perbedaan dan 
bersatu dalam persaudaraan Islam, sebagaimana dalam surat al-Imran ayat 103 
yang artinya “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang 
bersaudara”. Dalam ayat ini Allah menjanjikan rahmat-Nya kepada kaum 
muslimin jika mereka berlaku satu sama lainnya seperti saudara dan hidup 
penuh kedamaian tanpa pertentangan dikalangan mereka.  
 Oleh karena itu, demi mencapai hubungan kerja yang adil, maka haruslah 
dipenuhi rukun dan syarat Ijarah dan diperlukan kejelasan dalam kontrak kerja 




besar gaji/upah nya (take home pay) serta berapa besar tenaga/keterampilannya 
harus dikeluarkan (skill). Bila rukun dan syarat tidak dipenuhi serta keempat hal 
pokok dalam kontrak kerja ini tidak dijelaskan sebelumnya, maka transaksinya 
menjadi fasid (rusak). Sebagaimana Nabi SAW bersabda "apabila salah seorang 
diantara kalian, mengontrak (tenaga) seseorang ajiir maka hendaknya diberitahu 
upahnya" (HR. Imam Ad-Daruquthni, dari Ibnu Mas'ud). Upah yang dimaksud 
dalam hadis ini adalah termasuk kontrak kerja. 
 
2.4.1 Rukun dan Syarat Penggajian (Ijarah) 
Gaji (upah) atau Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. 
Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Transaksi Ijarah dapat 
dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan 
syaratnya yakni sebagai berikut. 
1. Rukun Ijarah 
Rukun dari Ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua 
belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara 
suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi Ijarah itu 
adalah: 
a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda 
yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa 
benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (mūjir). 
b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang 
dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa 
dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (musta’jir). 
c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang 




d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (ujrah) 
Adapun menurut pendapat jumhur ulama (mayoritas) terkait rukun Ijarah 
yakni sebagai berikut (Syafe’i, 2004:125).  
a. ‘Aqid (orang yang akad) 
‘Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang 
yang menyewakan (mu’jir) dan orang yang menyewa (musta’jir). 
b. Sigat akad 
Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau 
kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi. 
c. Ujrah (upah)  
Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang 
telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. 
d. Manfaat/jasa 
2. Syarat Ijarah 
Supaya transaksi Ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat 
yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut 
meliputi sebagai berikut. 
a. ‘Aqid 
Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki 
kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). 
Para penganut Mazhab Syafi’i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu 
baligh. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang 
yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang 




melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya (Hasan, 
2003:231). 
b. Sigat akad antara mu’jir dan musta’jir 
Syarat sah sigat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat 
yang jelas dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau 
transaksi dapat dimengerti.  
c. Ujrah (upah)  
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta 
tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang 
manfaat dari Ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati 
dengan menempati rumah tersebut (Syafe’i, 2004:129).  
Upah (ujrah) dapat digolongkan menjadi 2 (Huda, 2008:230) yaitu: 
i. Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang 
telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua 
belah pihak). 
ii. Upah yang sepadan (ajr al-miṭli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya 
adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu 
transaksi yang sejenis pada umumnya. 
d. Manfaat 
Terdapat enam syarat bagi manfaat/jasa: 
1) Manfaat harus mubah, tidak boleh haram, misal: menjadi pegawai 
pabrik khamr, menjadi PSK, menjadi pegawai bank ribawi dan lain-




pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan 
saksi-saksinya”, dia berkata, "mereka semua sama" (HR Muslim). 
2) Manfaat harus ma'lum (diketahui dengan jelas), bukan manfaat 
majhul (tidak jelas). Caranya adalah dengan menentukan dengan 
jelas yang terkait dengan waktu dan pekerjaan ('amal), misalnya 
deskripsi pekerjaan, batas waktu menyelesaikan pekerjaan, dan jam 
kerja. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan kontrak 
kerja. 
3) Manfaat harus dapat diserahterimakan (taslim). Bukan manfaat yang 
tak dapat diserahterimakan karena adanya kelemahan. Baik 
kelemahan inderawi, misalnya menyewa satpam yang buta, atau 
kelemahan syar'i, misalnya memperkerjakan wanita haid untuk 
membersihkan masjid. 
4) Manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat (ini terkait 
dengan penyewaan benda). Misalnya tidak boleh menyewakan lilin 
untuk penerangan atau menyewakan sabun untuk mandi dan 
sebagainya. 
5) Manfaat harus mempunyai nilai (mutaqawwam), yakni memiliki nilai 
yang layak atau boleh untuk mendapatkan kompensasi. Misalnya 
tidak boleh menyewakan apel untuk sekedar dicium baunya. 
6) Manfaat harus dapat dinikmati oleh majikan (musta'jir). Dengan kata 
lain manfaat harus dapat diwakilkan, jika tidak dapat diwakilkan, 
Ijarah tidak sah. Misalkan tidak boleh membayar orang untuk 
berpuasa, shalat dan lain-lain. Semua manfaat ini hanya dinikmati 
oleh orang yang disewa (bekerja), tetapi tidak dapat dinikmati oleh 




2.4.2 Bentuk Kerja (Job Description)  
Kontrak kerja dalam transaksi Ijarah boleh dilakukan dalam perdagangan, 
pertanian, industri, pelayanan (jasa), perwakilan dan lain sebagainya (as-
Sabatin, 2009:338). Mengontrak suatu pekerjaan, kadang-kadang bisa dilakukan 
terhadap jenis pekerjaan tertentu, (misalnya mengontrak tukang gali sumur) atau 
pekerjaan yang di deskripsikan dalam suatu perjanjian, semisal menyewa arsitek 
untuk membangun suatu bangunan dengan bentuk tertentu.  
Menentukan bentuk pekerjaan itu sekaligus menentukan siapa pekerja yang 
akan mengerjakannya, agar kadar pengorbanan si pekerja bisa diketahui. 
Misalnya harus seorang Guru SD. Kemudian menentukan dan menjelaskan 
deskripsi pekerjaannya. Contohnya adalah mengajari anak SD membaca dan 
menghafal Al-Quran.  
 
2.4.3 Waktu Kerja (Timing) 
Kontrak kerja dalam Islam, sangat memperhatikan sekali masalah waktu. Ini 
dikarenakan ada akad-akad kerja yang menggunakan waktu dan ada pula yang 
tidak. Penentuan waktu kerja di sini adalah masa kerja atau kontrak.  Dari segi 
masa kerja yang ditetapkan maka transaksi Ijarah dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa kelompok, yakni (An-Nabhani, 2009:132); pertama, transaksi yang 
hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrakan saja tanpa harus 
menyebutkan masa kerja/kontraknya. Seperti, pekerjaan menjahit pakaian 
dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya, seorang 
pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut. 
Kedua, transaksi yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa harus 




bulan. Jika demikian, maka orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama 
satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki atau belum. 
Ketiga, transaksi yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan 
takaran kerjanya. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai 
dalam waktu tiga bulan.  
Apabila waktu kontrak sudah ditentukan misalnya dalam jangka waktu 1 
tahun atau 1 bulan, maka tidak boleh salah seorang diantara kedua belah pihak 
membubarkannya. waktu kontrak ini dikecualikan apabila waktunya telah habis.  
 
2.4.4 Upah Kerja (Take Home Pay) 
Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah atau honor yang jelas, 
dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Dalam hal ini 
Nabi SAW bersabda "apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak seorang 
ajiir (buruh) maka hendaknya dia memberitahu upah (honor)-nya kepada yang 
bersangkutan" (HR. Imam Ad-Daruquthni, dari Ibnu Mas'ud) dan “Bahwa 
Rasulullah SAW melarang memperkerjakan seorang pekerja hingga dijelaskan 
upah kepadanya” (HR Ahmad). 
Kompensasi yang berupa honor boleh saja dibayarkan tunai, boleh juga 
tidak. Honor tersebut juga bisa dalam bentuk harta (uang) atau pun jasa. Sebab 
apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai 
kompensasi, baik berupa materi maupun jasa, dengan syarat harus jelas. Apabila 
tidak jelas, maka tidak akan sah transaksi tersebut sah (An-Nabhani, 2009:88). 
Gaji (honor) haruslah jelas sejelas-jelasnya, sehingga bisa menafikan kekaburan 
dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan.  
Penentuan upah/gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau 




pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan upah kepada 
seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas 
minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya 
bertambah pada batas yang paling minimum. Sebaliknya mereka akan 
menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah 
seseorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa 
memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.  
Dalam kondisi apapun, selama perkiraan tersebut tetap mengacu pada 
sarana-sarana kehidupan paling minim yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, 
maka itu akan mengakibatkan kepemilikan para pekerja tersebut tetap terbatas, 
sesuai dengan standar paling minimum yang mereka butuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan mereka. Pandangan kapitalis tersebut jelas tidak 
menghargai sama sekali jasa seseorang dan juga profesionalitas pekerja. Hal ini 
pun bertentangan dengan tingkat kebutuhan manusia yang berbeda-beda yang 
ingin dipenuhi, akhirnya pekerja itu yang harus mampu menekan tingkat 
kebutuhan tersebut. Di dalam Islam jelas akan berbeda penanganannya. 
Profesionalisme kerja sangatlah dihargai oleh Islam. Sehingga upah seorang 
pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang bisa diberikan 
oleh si pekerja itu, bukan yang lainnya.  
Lebih lanjut, di dalam hadits Rasulullah SAW tentang gaji yang diriwayatkan 
oleh Mustawrid bin Syadad bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiap yang menjadi 
pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri (untuknya); seorang pembantu 
bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia 
tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu 
Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW. 




keterlaluan atau pencuri” (HR. Abu Daud). Hadis ini menegaskan bahwa bahkan 
menjadi tanggung jawab majikan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan 
papan (tempat tinggal) yang merupakan kebutuhan azasi serta mencarikan jodoh 
bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). 
 
2.4.5 Tenaga/Keterampilan (Skill) 
Akad dalam kontrak kerja terjadi atas manfaat/jasa pekerja yang dihasilkan 
oleh tenaga yang dicurahkan pekerja tersebut. Walaupun jasa merupakan hasil 
dari tenaga, tetapi tenaga tidak menjadi pijakan dalam menentukan besaran 
upah. Sebagai contoh tenaga dosen yang dikerahkahkan dalam mengajar lebih 
kecil dibandingkan dengan tenaga yang dikerahkan oleh kuli pasar maupun 
tukang batu. Akan tetapi, nilai manfaat yang diberikan dosen lebih besar 
dibandingkan manfaat yang diberikan kuli pasar maupun tukang batu tadi. 
Sehingga wajar jika gaji dosen lebih besar daripada upah kuli pasar ataupun 
tukang batu.  
Penentuan besarnya tenaga yang dicurahkan dimaksudkan agar pekerja 
tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. 
Sebagaimana firman-Nya “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya” (QS.Al-Baqarah: 286). 
Rasul SAW juga bersabda “Janganlah kalian membebani mereka 
(pembantu) dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani 
mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup maka bantulah mereka” (HR. 
Bukhari No. 2359, Abu Dawud No. 1868, Ibnu Majah No. 3680, Ahmad No. 
20440). 
Sehingga tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar 




wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, 
maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati 
pembatasan tersebut. Sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan 
tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang pekerja. 
 
2.5 Konsep Keadilan dalam Islam 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang 
menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, 
berpegang kepada kebenaran, proporsional (KBBI, 1990:6-7). Sedangkan kata 
keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata ‘adala, yang di dalam Al-Qur’an 
terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat 
berita. Kata ‘adl di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, 
begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 
‘adl (keadilan). 
Menurut M. Quraish Shihab paling tidak ada empat makna keadilan yakni: 
pertama, ‘adl dalam arti “sama” dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di 
dalam Al-Qur’an, antara lain pada surah An-Nisa’: 3, 58, dan 129, Al-Shura: 15, 
Al- Ma’idah: 8, An-Nahl: 76, 90, dan al-Hujurat: 9. Kata ‘adl dengan arti “sama 
(persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di 
dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab 
sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-
ajaran ketuhanan.  
Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan di dalam al- 
Qur’an surah Al-Infitar: 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya 




menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan 
tubuh) mu seimbang”. 
Ketiga, kata ‘adl dalam arti ‘‘perhatian terhadap hak-hak individu dan 
memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang 
didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi 
pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah 
“kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini 
disebutkan di dalam Al-Qur’an surah Al-An‘am: 152, wa idha qultum fa‘dilu walaw 
kana dha qurba, yang artinya; “dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu 
berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). Pengertian ‘adl seperti ini 
melahirkan keadilan sosial”. 
Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. 
‘Adl di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak 
mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak 
kemungkinan untuk itu”. Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan 
Al-Qur’an surah Ali Imran: 18, menunjukkan Allah SWT sebagai Qa’iman bi al-
qist yang artinya “yang menegakkan keadilan”. 
Dari berbagai makna adil dan keadilan serta implementasinya di atas, dapat 
dipahami bahwa keadilan merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada 
salah satu pihak atau golongan tertentu. Allah SWT memerintahkan manusia 
berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya 
seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka 
kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.  
 Jika dikaitkan dengan organisasi, maka keadilan dalam berorganisasi 
menurut Alimuddin (2009), apabila semua stakeholder merasakan perlakuan 




stakeholder mendapatkan perlakukan khusus dibandingkan dengan anggota 
kelompok lainnya. Misalnya, pemilik mendapatkan keuntungan berupa deviden 
yang jauh lebih besar daripada yang diterima pekerja berupa upah atau gaji. 
Oleh karena itu, meski dalam pandangan Islam sangat membolehkan 
kepemilikan pribadi sebab sesuai dengan naluri alamiah manusia, namun tetap 
dalam batas-batas yang alami dan wajar. Di sinilah letak makna keadilan hakiki, 
bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam Islam merupakan regulator utama yang 
menjadi landasan pokok pada setiap perkara muamalah, termasuk dalam 
persoalan pembagian harta atau keuntungan. Islam sesungguhnya tidak 
menghendaki adanya kesenjangan yang lebar antara yang kaya dengan yang 
miskin. Islam sangat melarang umat-Nya hidup bermewah-mewahan sementara 
sebagian yang lain hidup dengan kekurangan dan kelaparan. 
 
2.6 Makna Penggajian yang Adil dalam Islam 
Penggajian pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme 
untuk mendistribusikan upah kepada pekerja atau karyawan. Sistem ini 
merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan gaji 
(upah) karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Islam dalam hal ini 
mengajarkan kepada umat-Nya untuk senantiasa mengedepankan sikap adil 
dengan tidak menzalimi pihak manapun, baik itu pemilik usaha (pemberi kerja) 
atau pekerja itu sendiri apapun agama dan latar belakang lainnya, sebab 
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan  yang mesti 
diganjar secara adil. 
Pada dasarnya, sejak awal Islam mengajarkan agar kedua belah pihak 
diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, 




kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa 
mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama 
sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang 
dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka melebihi dari 
kemampuan mereka.  
Oleh karena itu Al-Qur’an memerintahkan al-Baqarah ayat 279 yang artinya 
“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak 
selayaknya mengurangi atau mengambil hak-hak orang lain. Kepada majikan 
untuk membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai 
kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan 
kepentingannya. Hal ini juga sejalan dengan bunyi ayat pada surat al-Jatsiyah 
ayat 22 yang artinya “Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang 
nyata, karena itu setiap orang akan menerima ganjaran menurut usahanya, 
sedang mereka tidak teraniaya”. Sehingga hal yang menjadi dimensi penting 
dalam penggajian yang adil adalah dengan menerapkan prinsip persamaan hak 
yang adil serta keseimbangan dalam artian bargaining power yang seimbang 
antara karyawan dan pemilik untuk menghindari adanya sikap saling eksploitasi.    
 
2.7 Penentuan Gaji yang Adil di Masa Kekhalifaan 
Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memeberikan 
ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur’an maupun sunnah rasul 
melainkan dalam pada masa sahabat hanya sedikit saja. Dalam Fikih Ekonomi 




kekhalifaan Umar Radhiyallahu Anhu, ketika itu sang khalifah Amirul Mukminin 
ingin menentukan gaji untuk dirinya yang berasal dari Baitul Mal, maka beliau 
bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut, adapun saran yang 
diberikan kepada Umar Radhiyallahu Anhu yakni bagi pejabat khusus, maka 
kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak kurang dan tidak 
lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan untuk jihadnya dan 
kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya menunaikan haji dan umrah. 
Umar Radhiyallahu Anhu menafsirkan hal itu dalam sikapnya yang lain dengan 
lebih pertengahan, bahwa cukuplah baginya dua pakaian, yakni pakaian untuk 
musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas, kemudian kendaraan yang 
ia pergunakan untuk haji dan umrah serta kebutuhan pokok dirinya dan 
keluarganya seperti lazimnya orang-orang Quraisy pada saat itu, bukan terkaya 
di antara mereka dan bukan pula yang termiskin di antara mereka. Permintaan 
tersebut disampaikan karena semata-mata Umar Radhiyallahu Anhu Ingin juga 
merasakan apa yang penduduknya rasakan. 
Kisah Umar Radhiyallahu Anhu di atas, megajarkan tentang sikap 
kesederhanaan beliau dalam mengambil hak gajinya pada Baitul Mal. Sikap ini 
jika dikaitkan dengan penentuan gaji maka dapat diartikan bahwa dalam 
penentuan gaji pekerja dan pembagian keuntungan seorang majikan, keduanya 
haruslah mempertimbangkan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan 
dst. yang sifatnya keduniaan dan juga kebutuhan untuk melaksakan ibadah 
kepada Allah SWT (akhirat). Menurut Alimuddin (2009), kebutuhan yang meliputi 
kebutuhan dunia agar bisa eksis mempertahankan kehidupannya, di antaranya 
yakni makan, air, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, 
komunikasi, keamanan, dan berumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan akhirat 




sunnah, yaitu umrah dan qurban. Kedua jenis kebutuhan ini adalah kebutuhan 
dasar yang harusnya dipenuhi agar manusia bisa menikmati indahnya kehidupan 
yang kekal. 
Kemudian ungkapan Umar Radhiyallahu Anhu yang meminta agar 
diberikan gaji seperti lazimnya penduduk Quraisy saat itu menyiratkan bahwa 
pembagian hak keuntungan agar tidak menciptakan kesenjangan yang jauh 
antara majikan dan pekerja, sehingga dapat dirasakan keadilan oleh masing-
masing pihak. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, “dia harus memberi 
makan kepada mereka sesuai apa yang dia sendiri makan dan memberi pakaian 
seperti apa yang dia pakai sendiri” (HR. Bukhari).  
Selain itu, bahan pertimbangan lain yang dicontohkan pada masa 
kekhalifaan Umar Radhiyallahu Anhu yakni jika ada pegawai kerajaan yang 
memiliki anak atau keluarga secara otomatis terjadi kenaikan upah baginya dari 
bendahara keuangan. Adanya perubahan tanggung jawab dalam suatu 
pekerjaan karena faktor pendidikan dan pelatihan, lamanya mengabdi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dari seseorang, maka diberi kenaikan 
pemberian upah sebagaimana mestinya oleh khalifah. Secara rinci beliau 
menyatakan beberapa poin yang penting berikut ini, sehubungan dengan 
penentuan jumlah pemberian bantuan dan upah (Afzalurrahman, 1995:377): 
1. Pengabdian apakah yang telah seseorang berikan kepada Islam ? 
2. Penderitaan apa yang telah seseorang alami, atau sedang dialaminya demi 
Islam ? 
3. Berapa lama seseorang telah mengabdikan dirinya kepada Islam ? 
4. Apa Kebutuhan sesungguhnya (aktual) dari seseorang ? 




Berdasarkan beberapa pertimbangan dalam pemberian upah di atas, jika 
dicermati secara mendalam maka menurut Afzalurrahman (1995:377) dapat 
diperoleh lima faktor penting yang mengatur upah dalam masyarakat manapun 
seperti yang disebutkan di bawah ini: 
1. Pertimbangan akan lamanya pengabdian seseorang dalam bekerja. 
2. Pemberian upah harus diberikan terhadap jenis pekerjaan seseorang. 
3. Adanya perbedaan kemampuan fisik dan intelektual dalam pekerjaan yang 
dibutuhkan dalam suatu usaha. 
4. Meningkatkan kebutuhan ekonomi juga harus dipertimbangkan secara baik. 
5. Jumlah tanggungan juga akan menjadi bahan pertimbangan. 
Semua ini menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan upah pegawai 
kerajaan pada awal masa kekhalifaan. Dari lima faktor penting di atas, peneliti 
menyimpulkan terdapat empat hal yang mesti ada sebagai pertimbangan dalam 
penentuan besaran gaji yang adil yakni lamanya pengabdian seorang untuk 
berkerja, beban pekerjaan yang ditanggung sesuai jenis pekerjaannya, tinggi 
rendahnya kebutuhan ekonomi pada saat itu, dan terakhir jumlah tanggungan 
(keluarga).  
Perbedaan upah antara pejabat tinggi dan rendah memang benar terjadi 
pada masa kekhalifaan, namun tidak menimbulkan adanya kesenjangan 
ekonomi dan sosial antara masing-masing tingkat jabatan. Karena ternyata 
pemberian upah kepada pegawai kerajaan ditetapkan dengan sangat hati-hati 
sehingga seseorang dengan upah yang terendah tetap mampu memenuhi 
semua kebutuhan pokoknya, sebaliknya seseorang dengan upah yang tertinggi 
tidak boleh menuruti keinginannya untuk hidup berlebih-lebihan atau bermewah-
mewah. Perbandingan jumlah upah minimum dan maksimum pada masa itu 




dalam suatu perusahaan yang menganut sistem kapitalis dapat menghasilkan  
perbedaan tingkat gaji antara tenaga kerja level bawah dan teratas yang bisa 
mencapai 1:200.  
Lebih lanjut, dalam kisah lain yakni khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq 
pernah pada suatu hari mendapati istrinya mengumpulkan uang yang disisihkan 
dari gaji Abu Bakar yang berasal dari Baitul Maal. Betapa kagetnya Abu Bakar 
melihat uang yang disisihkan istrinya untuk membeli manisan ternyata cukup 
banyak.  Beliau akhirnya meminta istrinya untuk menyerahkan uang ini ke Baitul 
Maal, dan keesokan Abu Bakar mengusulkan agar gaji khalifah dikurangi 
sebesar jumlah uang manisan yang dikumpulkan setiap hari, karena kita telah 
menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari," tutur Abu Bakar. 
Pada akhirnya, sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat kepada putrinya Aisyah 
untuk mengembalikanlah barang-barang keperluan yang telah diterimanya dari 
Baitul Maal kepada khalifah selanjutnya. Karena sesungguhnya Abu Bakar pada 
saat itu tidak mau menerima gaji dari Baitul Maal, tetapi karena Umar 
memaksanya agar berhenti berdagang dan berkonsentrasi mengurus 
kekhalifahan. 
Berdasarkan kisah Abu Bakar ini, dapat ditarik pesan akan sikap dan 
keteladanan seorang pemimpin yang tidak rakus terhadap harta kekayaan. Meski 
ia adalah seorang khalifah, namun tetap memilih hidup sederhana demi menjaga 
amanah. Seperti halnya seorang majikan/pemilik usaha yang seharusnya tidak 
berlaku sewenang-wenang kepada pekerjanya dengan menetapkan upah yang 
sangat rendah, sedangkan dirinya bergelimang dengan kemewahan dan 
berlebih-lebihan. Sejarah mencatat Abu Bakar As-Shiddiq saat menjadi khalifah 
selama dua tahun tiga bulan masa pemerintahannya, dengan wilayah terbentang 




yang notabene adalah jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan 
posisi jabatannya saat itu yang begitu tinggi.  
Oleh karena itu, sangat perlu untuk menyusun kembali sistem gaji (upah) 
yang sesuai dengan ajaran Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh sebagian 
sahabat pada masa awal kekhalifaan di atas. Tujuan utama yang ingin dicapai 
adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan demi menciptakan kemashlahatan 
umat. 
 
2.8 Metode Penentuan Besaran Gaji yang Adil 
Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat dijabarkan ke dalam 
metode penetuan besaran gaji yang adil, yakni dengan mempertimbangkan 
kemampuan perusahaan/pemilik dan kebutuhan pekerja serta 
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji lainnya. 
1. Kebutuhan Dasar Pekerja Sebagai Dasar Penentuan Besaran Gaji yang Adil 
Berkaitan dengan penentuan gaji ialah setiap pekerja secara alamiah pasti 
akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yakni dengan jalan bekerja 
keras dan setelah itu akan menerima gaji (upah) yang diharapkan dapat 
menjadi alat pemenuh kebutuhannya. Menurut Alimuddin (2009), dari 
berbagai jenis kebutuhan yang ada, kebutuhan dasar adalah yang paling 
penting karena diperlukan bagi eksistensi dari manusia dalam konteks 
sosialnya dan hubungannya dengan Penciptanya. Kebutuhan tersebut yakni 
berupa kebutuhan untuk bekal di dunia yang meliputi kebutuhan makan, air, 
sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, 
keamanan, dan berumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan untuk bekal di 
akhirat meliputi kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu haji dan 




 Dengan merujuk pada jenis kebutuhan di atas, maka dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam penentuan gaji yang adil. Apabila jenis kebutuhan yang 
telah diuraikan di atas tidak mampu diterapkan oleh pemilik usaha (pemberi 
kerja), maka dapat dilakukan pengurangan kualitas kebutuhan dasar pekerja 
yang bersifat profan (dunia) dan kebutuhan bekal di akhirat yang sifatnya 
sunnah. (Alimuddin, 2009).  
2. Kemampuan Perusahaan/Pemilik Sebagai Dasar Penentuan Gaji yang Adil 
Kemampuan pemilik usaha yang menjadi fokus perhatian adalah 
kemampuan perusahaan untuk membayar gaji pekerjanya. Kalau suatu 
perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah 
pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah 
cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar 
keadilan dan hanya akan menciptakan ketidakmampuan pekerja untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, dengan keuntungan yang 
diperoleh, seorang pemilik/perusahaan harus sangat cermat dalam 
menghitung dan menentukan kompensasi bagi setiap pekerjanya, baik itu 
berupa gaji pokok, bunus, tunjangan serta fasilitas lainnya agar mereka dapat 
meraih suatu penghidupan yang menyenangkan, sehingga dapat lebih dekat 
dengan majikan/pemiliknya, paling tidak dalam hal pemenuhan kebutuhan 
dasar mereka. 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Gaji Sebagai Dasar Penentuan 
Gaji yang Adil 
Adakalanya perbedaan gaji itu sangat mencolok sekali. Ada yang gajinya 
hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehdupan yang 
menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat 




yang menyebabkan adanya perbedaan gaji tersebut. Adapun faktor-faktor 
yang menjadi sumber dari perbedaan gaji yaitu: 
a. Lamanya Pengabdian pekerja terhadap majikannya. 
b. Beban pekerjaan (jenis pekerjaan) yang ditanggung. 
c. Tinggi rendahnya kebutuhan ekonomi pada saat itu.  
d. Jumlah tanggungan (keluarga). 
Dengan merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji di atas, 
maka dapat dilakukan penentuan gaji yang adil. Namun yang menjadi catatan 
penting dalam hal ini adalah walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam 
pemberian upah, namun pekerja yang berada pada tingkat rendah setidaknya 
mampu menutupi biaya kebutuhannya untuk berpenghidupan layak, sebaliknya 
pekerja yang memiliki upah tertinggi tidak boleh menuruti keinginannya untuk 
hidup berlebih-lebihan atau bermewah-mewah. Dengan begitu, perbedaan 
tingkat upah yang memang niscaya terjadi tetap berada pada batas-batas yang 
wajar yang berkisar 1:10. Tidak seperti yang terjadi pada perusahaan/negara 
kapitalis yang perbandingannya bisa mencapai 1:200. 
Sekilas beberapa pertimbangan dalam penentuan besaran gaji yang adil di 
atas sama dengan konsep penentuan gaji pada paham konvensional, yaitu gaji 
yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layak bagi pekerja. 
Perbedaannya terletak pada makna kebutuhan dan pembagian jenis kebutuhan. 
Di samping itu, paham konvensional selalu hanya sekedar mengacu pada 
peraturan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan survei di pasar 
tenaga kerja saja, meskipun oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Islahi 
(1997:99) terkait poin ini juga dibenarkannya untuk menentukan upah dengan 
standar kebiasaan masyarakat setempat (lazim). Namun lebih dari itu, hal yang 




kemampuan pemilik/perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 
gaji seperti yang diuraikan di atas. Sebab dalam penggajian Islam setiap orang 
memberikan sesuai kemampuannya, dan tiap orang menerima sesuai 
kebutuhannya. Sehingga setiap orang akan berlaku adil terhadap kemampuan 
dan kebutuhannya masing-masing. 
  
2.9 Sistem Pembayaran Gaji (Upah) yang Adil 
Dalam hal pembayaran gaji, Rasulullah pernah bersabda, “Berikanlah gaji 
orang gajian sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). 
Hadis ini menegaskan bahwa terkait waktu pembayaran gaji, agar sangat 
diperhatikan. Menurut Al Munawi dalam kitab Faidhul Qodir bahwa yang 
dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan 
untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu 
selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya 
telah kering. Hal ini juga termasuk jika telah ada kesepakatan waktu pemberian 
gaji antara pemberi kerja dan pekerja, baik itu per bulan, per pekan, per hari dst. 
Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari 
waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan 
sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib 
diberikan di akhir bulan. Terkait hal ini, Allah Ta’ala berfirman mengenai anak 
yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan, “Kemudian jika mereka 
menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” 
(QS. Ath Tholaq: 6). Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera 
setelah selesainya pekerjaan. Menunda pembayaran gaji pada pegawai padahal 
mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 




kezholiman” (HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan, membebaninya dengan 
pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tapi hanya memberikan gaji 
pokok saja tanpa membayar pekerjaan tambahan atau waktu lembur dengan 
memanfaatkan momentum minimnya loWongan pekerjaan dan kelemahan pihak 
pekerja adalah termasuk kezaliman.  
Oleh karena itu Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik 
merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga 
memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan 
yang diperolehnya.  Beberapa uraian di atas telah jelas menunjukkan bahwa 
Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang 
karyawan (pekerja).  
 
2.10 Bargaining Power yang Adil 
Kemampuan daya tawar yang dimiliki oleh pekerja setidaknya haruslah 
setara dengan majikan atau pemilik perusahaan, sebab ketidaksetaraan adalah 
salah satu hal yang menyebabkan pembagian upah yang tidak proporsional. 
Dalam teori Upah Besi, penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan 
terhadap kaum buruh, karena posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit 
menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen (Novius, 2012).  
Pekerja yang memiliki posisi tawar rendah terkadang tidak memiliki kuasa dalam 
memilih, sehingga sepenuhnya akan menggantungkan pengharapan pada 
keputusan pemilik perusahaan.  
Keadaan tersebut hanya menciptakan kedzaliman kepada para pekerja. 
Dalam Al-Qur’an Surat Al-Infitar ayat 7 yang artinya “Allah yang telah 




tubuh) mu seimbang”. Seimbang dalam arti adil tidak melahirkan penindasan 
terhadap sesama manusia.  
Terdapat beberapa sarana yang dapat dilakukan oleh pekerja untuk 
melahirkan bargaining power yang kuat. Di antaranya yakni bekerja sama 
mendirikan atau bergabung dengan serikat buruh. Bagi pekerja keputusan 
mereka bergabung dengan sebuah serikat pekerja disebabkan oleh dua (2) hal 
yaitu ekonomi dan penghapusan kondisi yang tidak adil (Simamora, 2004:560). 
Para pekerja meyakini bahwa serikat pekerja dapat meningkatkan ekonomi atau 
kesejahteraan mereka dengan melindungi mereka dari perbuatan diskriminatif 
dan tidak adil oleh manajemen. Namun catatan penting dalam pembentukan 
serikat buruh ini adalah bila dua hal tersebut yang melatar belakangi pekerja 
bergabung dengan serikat pekerja tidak terjadi dalam suatu perusahaan maka 
pekerja tentu merasa tidak perlu membentuk serikat pekerja (Hutama, Tanpa 
Tahun) 
Cara lain yang dapat ditempuh oleh pekerja yakni dengan meningkatkan 
kapasitas dirinya masing-masing dengan membekali diri dengan kemampuan 
fisik dan intelektual dalam pekerjaan seperti yang dibutuhkan dalam suatu usaha 
dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan formal dan sebagainya. 
Dengan begitu, para pekerja tidak terkondisikan sebagai pihak yang lemah, 
sebab dengan kemampuan yang dimilikinya perusahaan akan berusaha keras 
untuk bisa merekrutnya sebagai pekerja. Hal ini secara tidak langsung tentu akan 
mempengaruhi keputusan atau kebijakan perusahaan dalam penentuan 









2.11 Hikmah Penggajian yang Adil 
Keadilan dalam penetuan gaji memiliki hikmah yang cukup dalam sebab 
konsep yang berangkat dari apa yang telah ditetapkan Allah swt. maka sudah 
tentu punya makna dan hikmah. Apalagi jika perintah tersebut diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari oleh semua komponen masyarakat, maka cita-cita 
besar untuk menciptakan keharmonisan hidup antara sesama umat dan 
lingkungannya tidak hanya menjadi sebuah konsep atau wacana yang ideal. 
Tetapi betul-betul akan tercipta masyarakat atau daerah baldatun thayyibatun wa 
rabbun qhafur – negeri yang baik, aman, dan sentosa buat semua penduduknya 
serta Tuhan melimpahkan anugerah-Nya (QS. as-Saba’ [34]). 
Adapun hikmah penentuan gaji yang adil, yaitu: 
a. Hidup Tawaddhu  
Hidup dalam kesetaraan akan menghindari pemaksaan kehendak pihak 
tertentu, khususnya mereka yang hidup bergelimang harta untuk memenuhi 
keinginannya. Sementara yang lain tidak berdaya dan terpaksa harus 
memenuhi kemauan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun 
terkadang bertentangan dengan norma-norma etika dan agama. 
Mendapatkan gaji (upah) sesuai kebutuhan akan mendorong mereka yang 
kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa 
mendapat bantuan secara langsung (Alimuddin, 2009). Di sisi lain juga 
melindungi pekerja dari suap dan khianat terhadap apa yang berada di 
bawah tanggung jawabnya.   
b. Meningkatkan Martabat  
Kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk 
melakukan perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang 




bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep gaji berbasis nilai keadilan ini 
akan berusaha meningkatkan harkat hidup umat manusia dengan gaji yang 
diperoleh pekerja tidak berlebih tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pokoknya. Akibatnya, masyarakat tidak akan merendahkan martabatnya 
(Alimuddin, 2009). 
c. Hidup dalam Persaudaraan (ukhuwah)  
Setiap interaksi manusia yang di hiasi dengan semangat persaudaraan 
(ukhuwah) tanpa memandang latar belakang masing-masing, maka akan 
menciptakan kedamaian tanpa perselisihan. Seperti yang terjadi antara 
pemilik usaha/perusahaan dan pekerjanya yang saling bermurah hati dan 
berlaku adil dalam melaksanakan hak serta kewajibannya masing-masing 































2.12 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peneliti membuat kerangka 
pemikiran sebagai berikut. 
  






















Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa, nilai keadilan Islam merupakan 
nilai paling utama yang harus ditanamkan dalam proses penggajian. Setelah itu, 
dijabarkan menjadi tiga perspektif penting untuk merealisasikan penggajian adil 
yang dimaksud, yakni adanya metode penentuan besaran gaji yang adil dengan 
mengacu pada pada kebutuhan dasar pekerja, kemampuan pemilik/perusahaan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji. Perspektif kedua, yakni 
penentuan sistem pembayaran gaji yang adil. Perspektif ketiga, yakni bargaining 
power yang adil. Dengan menerapkan ketiga perspektif penting tersebut, maka 









3.1 Jenis Penelitian 
Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang 
berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya 
kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap 
kenyataan atau realitas. Kemudian penulis akan melakukan perbandingan antara 
metode penggajian pada objek penelitian dengan teori yang digunakan. 
Penelitian ini mengambil studi kasus suatu usaha syariah, dalam hal ini usaha 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen 
sekaligus pengumpul data. Penulis melakukan penelitian di Rumah Makan Ayam 
Bakar Wong Solo yang berada di Makassar. Kehadiran peneliti di lokasi dalam 
rangka melakukan observasi langsung, wawancara dan pengumpulan dokumen-
dokumen yang relevan dengan tema penelitian untuk mengetahui kebijakan 
penggajian yang diterapkan oleh pemilik usaha. Hasil dari proses tersebut di 
lapangan kemudian ditambahkan dengan analisis awal oleh peneliti sebelum 
terjun ke lapangan maka dibuat kesimpulan berkenaan dengan metode 
penggajian yang sesuai syariat Islam pada usaha Rumah Makan Ayam Bakar 









3.3 Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 
Makassar  yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin (Samping Kampus STIE 
Nobel) Makassar. Usaha ini merupakan salah satu usaha menerapkan prinsip 
syariah dalam pengelolaan usahanya. Penulis memilih Usaha Rumah Makan 
Ayam Bakar Wong Solo tersebut untuk melihat apakah usaha ini telah 
menerapkan metode penggajian yang sesuai syariat Islam, dalam konteks ini 
khususnya keadilan pada penggajiannya. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Dalam melaksankan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis terkait tujuan 
penelitian. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 
Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-
angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat 
diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. 
 
3.4.2 Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Data primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam 
penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung 
kepada karyawan dan pemilik Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Cabang Makassar untuk memahami lebih jauh terkait metode penggajian 





b) Data Sekunder 
Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku, situs-
situs internet yang terpercaya atau yang lainnya yang berkaitan dengan 
penggajian serta dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan 
masalah penelitian berupa catatan dan laporan usaha baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data 
skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut : 
1) Penelitian Kepustakaan  
Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang yang diambil dari buku-buku 
jurnal, artikel, majalah dan internet yang mendukung serta berkaitan 
dengan pembahasan dalam skripsi ini. 
2) Penelitian Lapangan 
Yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek 
penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui dua cara : 
a. Observasi, yaitu untuk memperoleh data dengan cara mengamati 
aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan 
kondisi di lapangan yang merefleksikan penggajian yang terdapat 
pada obyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil 
pengamatan tersebut. 
b. Wawancara/interview, yaitu dilaksanakan dengan melakukan tanya 




data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian 
dengan menggunakan alat bantu seperti recorder dan catatan 
wawancara.  
c. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-
data dan dokumen usaha yang relevan dengan penelitian ini. 
 
3.6  Analisis Data 
Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian 
ini, yakni: 
1) Analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap fakta/realita, yaitu berusaha 
memahami dan menguraikan fakta dari metode penggajian yang 
diterapkan pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 
Makassar. 
2) Analisis Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan metode 
penggajian yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Cabang Makassar dengan metode penggajian yang adil menurut Islam. 
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu: pertama, melakukan 
analisis mengenai metode penggajian menurut ajaran Islam, sehingga 
didapatkan dua perspektif penting untuk mencapai penggajian yang adil 
dalam Islam yakni penentuan besaran gaji yang adil dan sistem 
pembayaran gaji yang adil. Kedua, menganalisis perbedaan teori yang 
digunakan dengan yang terjadi di objek penelitian. Ketiga, 
membandingkan apa yang terjadi di objek penelitian dengan metode 






3.7 Tahap-tahap Penelitian 
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang merupakan 
tahapan-tahapan penelitian. Penelitian ini terbagi atas empat tahapan, yaitu: 
1. Penelitian pendahuluan 
Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan data-data 
sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti 
untuk kemudian dilakukan telaah literatur sebagai pengantar untuk 
memahami gambaran umum atas kondisi objek dan masalah yang diteliti. 
2. Pengembangan desain 
Berdasarkan dari latar belakang hingga tahap penelitian pendahuluan, maka 
akan dilakukan pengembangan desain penelitian yang menggambarkan 
tujuan penelitian, instrumen penelitian hingga metode analisis data yang 
digunakan agar masalah penelitian bisa terjawab secara valid. 
3. Penelitian sebenarnya  
Berdasarkan metode penelitian pada bab tiga, Penelitian pendahuluan dan 
desain penelitian yang telah dikembangkan, maka peneliti akan 
mengembangkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya 
akan diajukan pada pihak responden yang akan didokumentasikan. Dalam 
tahapan ini mulai dilakukan analisis dari data yang diperoleh dari responden. 
4. Penulisan hasil penelitian 
Hasil penelitian berupa data-data dan analis data yang diperoleh dari seluruh 
tahapan penelitian akan disusun secara sistematis dengan bahasa deskriptif, 











4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
Rumah Makan Wong Solo Makassar diresmikan pada tanggal 25 April 2004 
yang mendapatkan kehormatan diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan Amin Syam, dan juga Puspo Wardoyo sebagai pendiri Rumah Makan 
Wong Solo yang berhasil mengembangkan cabang-cabang di seluruh Indonesia 
bekerja sama dengan Masrur Latanro sebagai pemilik hak franchise Makassar, 
dengan mengacu perkembangan kota Makassar yang semakin mengalami 
kemajuan khususnya dibidang pariwisata. 
Awalnya Puspo Wardoyo pendiri Rumah Makan Wong Solo membuka 
warung kaki lima pada tahun 1991 di Jln. SMA II Padang Golf Polonia Medan 
dengan dilandasi iman, taqwa dan kesungguhan. Memasuki tahun 2002 Rumah 
Makan Ayam Bakar Wong Solo mulai memasuki ibu kota Jakarta dengan 
program “Kepung Jakarta” artinya Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
memasuki Jakarta dimulai dari daerah pinggiran Jakarta. Program tersebut 
menjadi tekad untuk menguasai pasar ibu kota (makanan tradisional). Beberapa 
investor perorangan mulai bergabung dengan sistem waralaba (franchise). Para 
investor mengadakan patungan dengan rekannya membuka Rumah Makan 
Ayam Bakar Wong Solo di Jakarta (Kalimalang, Cibubur, Bintaro, Bogor, 
Fatmawati, Semanggi, Pluit dan seterusnya). Melihat perkembangan cabang-
cabang di Jakarta yang cukup menjanjikan, lembaga keuangan PT Permodalan 
Nasional Madani Venture Capital, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat tertarik 




rangka  Go nasional dan internasional. Pada tahun 2005 telah memiliki lebih dari 
40 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk Go International Rumah 
Makan Wong Solo telah membuka cabang di luar negeri diantaranya yang telah 
dibuka Singapura dan Malaysia. 
 
4.2 Letak Geografis Perusahaan 
Letak Rumah Makan Wong Solo Makassar sangat strategis, terletak 
diperbatasan kota Makassar dan kota Gowa. Terletak di Jln. Sultan Alauddin no. 
226 Makassar yang merupakan jalur menuju pusat kota Makassar. Kawasan 
Alauddin yang merupakan kawasan perkantoran dan juga kawasan kampus 
merupakan nilai lebih dari lokasi Rumah Makan Wong Solo Makassar. Di luar itu 
Rumah Makan Wong Solo Makassar terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota 
Makassar. 
 
4.3 Visi,  Misi dan Tujuan  Peusahaan 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo menyadari bahwa elemen kunci 
keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia, melalui penciptaan 
produk dan perilaku pelayanan yang dilakukan. Maka penciptaan SDM yang 
unggul dengan pemberdayaan karyawan sangat penting artinya untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Pemberdayaan karyawan merupakan bagian dari 
keseluruhan rencana atau program seperti pemasaran, produksi dan keuangan 
untuk mencapai peningkatan organisasi dalam efektifitas operasional kualitas 
menejemen kepedulian terhadap pelanggan dan peningkatan kualitas yang 
terus-menerus. Semua itu dapat dicapai apabila perusahaan dan karyawan 
mempunyai komitmen atau kesediaan untuk terikat menjalankan visi, misi dan 
tujuan perusahaan secara bersama-sama.  Visi, misi dan tujuan Rumah Makan 




Visi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo adalah perusahaan Islami yang 
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dimana outlet Wong solo 
berada. Misi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo adalah memenuhi 
kebutuhan pelanggan akan konsumsi yang bergizi tinggi, higienis, aman bagi 
kesehatan pelanggan dan halal. Tujuan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
adalah usaha profesional yang maju dan Islami dalam rangka terhindarnya insan 
Ayam Bakar Wong Solo dari azab yang pedih dan bermanfaat bagi keluarga, 
masyarakat serta sukses dunia akhirat. 
  
4.4 Struktur Organisasi Perusahaan 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar sebagai sebuah 
perusahaan memiliki struktur organisasi dalam menjalankan peranannya dengan 
tertib dan terarah tanpa mengindahkan asas-asas perusahaan. Penyusunan 
struktur organisasi ini dimaksudkan untuk memperjelas proses pengambilan 
tugas masing-masing bagian yang didukung oleh sumber daya manusianya 
(karyawan). 
Struktur organisasi Rumah Makan Wong Solo Makassar berbentuk lini dan 
staf. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerja antara bagian satu dengan bagian 
yang lainnya dalam perusahaan secara keseluruhan telah mencerminkan 
kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini organisasi 
Rumah Makan Wong Solo Makassar dipimpin oleh seorang manager cabang dan 
dibantu oleh beberapa kepala bagian yang terdiri atas empat bagian yaitu; 
keuangan, produksi, operasional dan personalia yang masing-masing memiliki 
tugas dan wewenang (lampiran 2). Total karyawan yang ada adalah 30 orang 
karyawan laki-laki, 11 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya, bagan struktur 




4.5 Fasilitas Perusahaan 
Rumah Makan Wong Solo yang berlokasi di jln. Sultan Alauddin No. 126 
Makassar menjadikannya mudah dijangkau baik oleh pengguna kendaraan 
pribadi maupun kendaraan umum. Dengan ditunjang kapasitas pengunjung 
kurang lebih 200 orang. Terdapat Sarana dan prasarana pendukung yang ada di 
Rumah Makan Wong Solo Makassar yaitu tempat parkir yang luas, Mushollah, 
toilet pria & wanita, ruangan VIP, pendopo dan lesehan, serta ruangan untuk 
rapat berkapasitas 80 orang (full AC). 
 
4.6 Kegiatan Perusahaan 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo masih tetap memfokuskan 
usahanya di bidang restoran, belum ada niat untuk diversifikasi usaha yang lain. 
Pelanggan dapat membuat variasi sendiri menu-menu baik lauk, sayuran 
maupun minuman yang ada. Variasi tersebut antara lain ayam bakar/goreng, 
aneka ikan bakar/goreng, sate udang/cumi/ayam/kambing, aneka sayur, balado 
bahkan chinese food seperti saos tomat, saos tauco dan saos tiram. Rumah 
Makan Ayam Bakar Wong Solo telah memiliki standarisasi bumbu, hingga 
kesamaan rasa di antara outlet bisa terjaga mutunya (Furqon, 2006). 
Selain total service, Rumah Makan Wong Solo juga memiliki standarisasi 
bumbu, hingga kesamaan rasa antara outlet tetap terjaga. Disamping itu, nilai 
lebih dari Rumah Makan Wong Solo adalah Halalan Thayyiban, halal artinya 
produksi dari proses di Rumah Makan Wong Solo adalah diperhatikan aspek 
kehalalan, thayyiban (baik) artinya menu yang disajikan berasal dari bahan-
bahan yang segar (fresh) dan memiliki nilai gizi yang tinggi, disamping itu zakat 




Manajemen Rumah Makan Wong Solo memiliki keunikan dan kekhasan 
yang berbeda dengan manajemen Rumah Makan pada umumnya.  Keunikan 
dan kekhasan manajeman Rumah Makan tersebut terletak pada  pengelolaan 
usahanya dengan melahirkan nuansa relegius yang Islami. Wong Solo berusaha  
menyanggah anggapan masyarakat yang menganggap Rumah Makan ini 
cenderung eksklusif. Akan tetapi Rumah Makan Wong Solo mengembangkan 
cara beragama yang terbuka dengan memberi pelayanan kepada konsumen dari 
semua segmen masyarakat lintas suku, agama, ras dan golongan, sehingga 
dalam kenyataannya di Rumah Makan ini tidak sedikit pengunjung dari berbagai 
kalangan.  
Setiap cabang Rumah Makan Wong Solo mengusahakan  memberikan 
nuansa islami dengan nampak sangat jelas. Diantaranya pada setiap outlet 
tersedia tempat peribadatan berupa Mushollah. Semua karyawati wajib memakai 
jilbab dan mewajibkan pendalaman agama bagi seluruh staf dan karyawan 
secara rutin.  
Kunci sukses yang dipegang teguh Rumah Makan Wong Solo ini tidak lepas 
dari hukum-hukum Allah dan memahami bahwa hal terpenting dalam 
menyelamatkan roda perniagaan adalah bagaimana suatu pekerjaan tersebut 
justru dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Sehingga insan Rumah Makan 
Wong Solo memandang bekerja adalah ibadah.  
Landasan filosofi proses perjalanan usaha Rumah Makan Wong Solo secara 
umum adalah Al-Qur’anul Karim, khususnya surah As-Shaf ayat 10-11 yang 
artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku  tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?, (yaitu) : 
Kamu beriman kepada  Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan  




4.7 Sistem Bagi Hasil di Perusahaan 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo merupakan jenis usaha waralaba, 
yang menawarkan hak merek dan hak dagang kepada orang yang ingin 
menjalankan usaha yang sudah ada atau sudah jadi, sehingga tidak perlu 
merintis bisnis dari nol, dan meminimalisir resiko. Keberhasilan setiap gerai 
Ayam Bakar Wong Solo tergantung pada beberapa macam faktor, minimal 
komitmen yang kuat dan kemampuan individu franchisee itu sendiri. Wong solo 
merupakan waralaba yang memiliki sistem kerjasama berdasarkan prinsip 
syariah, adapun jenis kerja sama yang digunakan adalah akad mudharabah. 
Adapun model mudharabah yang ditawarkan adalah mudharabah 
lepas/franchise lepas dan mudharabah pengelola/franchise murni.  
Mudharabah lepas adalah sistem kerjasama dimana sahibul mal atau 
investor tidak perlu memiliki bakat dan keterampilan dalam bidang restoran. 
Semua pekerjaan dari awal sampai operasional gerai diserahkan sepenuhnnya 
kepada mudharib (pemilik merek/ franchisor). Cara ini dianggap cocok bagi orang 
yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan dan waktu untuk 
menjalankan perusahaan. 
Mudharabah pengelola adalah seorang franchisor atau pihak yang ditunjuk, 
sekaligus pemilik/pengelola dan berhak untuk mengoperasikan usaha selama 
lima tahun. Hak franchisee tersebut mencakup penggunaan merek dagang Wong 
Solo, desain dan dekorasi interior Rumah Makan, dan peralatan. Demikian juga 
pola penempatannya, resep dan jenis makanan, penggunaan metode 
operasional, sistem pengendalian inventori, pembukuan, akuntansi, pemasaran, 
serta hak untuk menempati dan mengisi ruangan Rumah Makan.  
Seorang franchisee harus menyetujui dan menyanggupi untuk menjalankan 




Solo, yang mencakup pelayanan, kebersihan, dan nilai lebih yang diberikan 
kepada pelanggan, yaitu prinsip keagamaan. Franchisee juga diharapkan turut 
terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di sekitar gerai 
Rumah Makannya.  
Pihak Wong Solo dalam hal kerjasama, selalu mengedepankan asas untung 
sama untung/win-win solution. Mudharib tentu harus mau membagi hasil secara 
adil dan tidak merugikan pihak lain. Maka untuk berkahnya, yakni bagi hasil yang 
baik menurut syariah, pemodal (sahibul mal) mendapat 40%, pelaku (mudharib) 
50% dan fi sabilillah (shadaqah) 10%. Tetapi dalam perjalanan Wong Solo 
melakukan bagi hasil mudharabah, sahibul mal mendapat 50%, mudharib 40%, 























Perusahaan pada dasarnya memiliki kebijakan masing-masing dalam 
menetapkan ukuran gaji yang dianggap layak bagi setiap pekerjanya. Ukuran 
layak tersebut menjadi indikator tercapainya keadilan gaji bagi karyawan. Pada 
praktiknya, karyawan atau pekerja diberikan berbagai jenis kompensasi semisal 
gaji pokok, tunjangan dan bonus sebagai bentuk balas jasa atas tenaga yang 
mereka curahkan bagi perusahaan. Sebaliknya perusahaan mengupah 
pegawainya sebagai bentuk tanggung jawab atau kewajibannya kepada para 
pekerja.  
Islam dalam hal ini senantiasa memerintahkan ummatnya untuk berlaku adil 
apabila menetapkan hukum di antara manusia (An-Nisa [58]). Tak terkecuali 
keadilan yang dimaksud juga termasuk keadilan dalam hal penggajian. Khusus 
untuk perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah, seperti 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Makassar tentunya akan senantiasa 
mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menetapkan gaji perusahaannya. 
Pada bab ini peneliti akan menganalisa kesesuaian antara penggajian di 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Makassar dengan konsep penggajian 
Islam berdasarkan beberapa perspektif penting dalam penggajian Islam. 
Terdapat tiga macam perspektif di antaranya perspektif pertama, dua di 
antaranya menurut Alimuddin yakni adanya metode penentuan besaran gaji yang 
adil dengan mengacu pada kebutuhan dasar pekerja (Alimuddin, 2009), 
kemampuan pemilik/perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 




adil. Sedangkan perspektif ketiga menurut Abdul Hamid Habbe, yakni adanya 
bargaining power yang adil antara pihak pekerja dan perusahaan.         
 
5.1 Penentuan Besaran Gaji yang Adil 
Setiap perusahaan memiliki aturan serta kebijakan tertentu dalam 
menetapkan besaran gaji untuk masing-masing karyawannya. Berbagai 
pertimbangan dalam menentukan tingkat gaji karyawan seperti melakukan 
survey gaji dan melihat tingkat upah minimum pada suatu kawasan/daerah 
adalah hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan. Pertimbangan-pertimbangan 
tersebut jika dilihat dalam kacamata syariah, menurut Ibnu Taimiyah 
sebagaimana dikutip oleh Islahi (1997:99) hal ini juga dibenarkan yakni 
menentukan upah menurut standar kebiasaan masyarakat setempat (lazim).  
Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan perspektif lain terkait 
pertimbangan apa saja yang harus dilakukan perusahaan atau majikan sebelum 
menentukan tingkat besaran gaji demi mencapai besaran gaji yang adil kepada 
karyawan atau pekerja. Pertimbangan besaran gaji meliputi tiga poin penting 
yakni pertimbangan pada kebutuhan dasar pekerja (Alimuddin, 2009), 
pertimbangan pada kemampuan finansial perusahaan, dan terakhir adalah 
pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji 
(Afzalurrahman, 1995:377). 
Dalam perkembangannya, Rumah Makan Wong Solo Cabang Makassar 
sebagai salah satu rumah makan yang menerapkan prinsip Islami senantiasa 
melakukan pembenahan dan perbaikan dengan mengevaluasi kinerja 
perusahaan, mulai dari permintaan pasar, produksi hingga pengelolaan 
karyawan termasuk di antaranya dalam hal penggajian. Khusus terkait 




Hasil wawancara dengan pak Didik selaku pimpinan Rumah Makan Wong 
Solo Cabang Makassar, mengatakan:  
“kita selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja yang ada dalam 
perusahaan termasuk gaji karyawan .... penetapan gaji karyawan dengan 
melihat kebutuhan hidup layak, kemampuan perusahaan, serta kinerja 
karyawan itu sendiri ...”.  
 
Lebih lanjut menurutnya, kebutuhan hidup layak yang dimaksud dalam hal ini 
adalah:  
“kebutuhan dasar pekerja untuk bisa hidup layak seperti kebutuhan untuk 
makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk kesejahteraan pekerja 
dengan tetap berusaha mengacu pada nilai upah yang ditetapkan oleh 
pemerintah”. 
 
Sebab di sisi lain kemampuan perusahaan juga memiliki peran penting dalam 
penentuan nilai gaji bagi pekerja. Kemampuan perusahaan diartikan bahwa 
perusahaan juga memiliki standar dalam menetapkan gaji pekerjanya, dan 
dengan standar inilah diharapkan mampu menciptakan keadilan pemenuhan hak 
dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja dan perusahaan dalam hal upah.  
Sedangkan untuk kinerja pekerja, hal ini mencakup kontribusi dan keahlian 
yang dimiliki oleh pekerja demi memajukan kinerja perusahaan agar tetap bisa 
bersaing di tengah perkembangan bisnis kuliner yang cukup pesat. Oleh karena 
itu hal ini akan mempengaruhi struktur gaji pekerja.  
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pihak 
perusahaan dalam menentukan besaran gaji pekerjanya juga 
mempertimbangkan tiga poin di atas yakni kebutuhan dasar pekerja, 
pertimbangan pada kemampuan finansial perusahaan, dan terakhir adalah 
pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji, namun 
dalam penjabarannya terdapat beberapa penyesuaian-penyesuaian yang 
dilakukan oleh perusahaan disebabkan di antaranya kerena semakin dinamisnya 




meningkatnya persaingan dan kebutuhan pasar yang berdampak pada kinerja 
dan kemampuan perusahaan dalam membiayai operasional usahanya termasuk 
gaji para pekerja. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada uraian berikut:    
 
5.1.1 Pertimbangan pada Kebutuhan Dasar Pekerja 
Seperti pada ada teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
bahwa peneliti mengambil sisi pemaknaan lain terkait pembagian jenis 
kebutuhan dasar yang kiranya mesti tertutupi dalam besaran gaji yang akan 
diberikan kepada karyawan. Menurut Alimuddin (2009), kebutuhan yang meliputi 
kebutuhan dunia agar bisa eksis mempertahankan kehidupannya, di antaranya 
yakni makan, air, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, 
komunikasi, keamanan, dan berumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan akhirat 
meliputi kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu haji dan zakat dan 
sunnah, yaitu umrah dan qurban.  
Dalam implementasinya di Rumah Makan Wong Solo Makassar, menurut 
Pak Didik selaku pimpinan cabang Makassar, beliau mengatakan 
 “penetapan gaji pekerja umumnya telah mempertimbangkan kebutuhan 
makan dan minum, rumah atau kos-kosan, kesehatan dan keselamatan 
serta berumah tangga (keluarga) khusus untuk pegawai yang sudah 
berkeluarga ...”.  
 
Sedangkan untuk pegawai yang belum berkeluarga yang membedakan 
hanya mereka tidak menerima tunjangan keluarga atau pengganti untuk 
tunjangan tersebut. Selain itu, pemenuhan kebutuhan transportasi, komunikasi 
dan pendidikan, lebih lanjut menurut Pak Didik, perusahaan belum menyediakan 
kompensasi khusus untuk kebutuhan tersebut.  
Alasan kebijakan perusahaan tersebut mengingat rata-rata karyawan adalah 
orang-orang yang direkrut dari warga yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan 




transportasi. Kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan pendidikan juga tidak menjadi 
pertimbangan sebab hampir seluruh pekerja tidak lagi melanjutkan 
pendidikannya kecuali pekerja part time yang memang ada dari kalangan 
mahasiswa. Selanjutnya yakni kebutuhan komunikasi yang dinggap belum 
menjadi prioritas perusahaan untuk dimasukkan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam penggajian.  
Kebijakan terkait pertimbangan kebutuhan di atas meskipun sekilas nampak 
seakan perusahaan sangat ketat dalam mempertimbangkan unsur-unsur 
kebutuhan para pekerjanya, tetapi hal ini menurut peneliti masih relevan dengan 
kondisi tenaga kerja yang ada di perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
kebutuhan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kisaran gaji para 
pekerja yang mengalami penyesuaian.  
Lain halnya dengan kebutuhan akhirat, menurut Pak Didik: 
“pihak perusahaan baru menyediakan bonus berupa umrah bagi 
pegawainya, namun pemberiannya masih bersifat nasional dan diatur oleh 
kantor pusat Wong Solo, biasanya diutamakan untuk golongan pimpinan dan 
staf saja”.  
 
Hal ini dikarenakan bagian staf dan pimpinan merupakan salah satu posisi 
yang berperan penting terhadap kinerja peusahaan di setiap cabang, di samping 
itu mereka termasuk orang-orang yang telah lama bekerja di Rumah Makan 
Wong Solo sehingga bonus ini diutamakan kepada mereka sebagai award atau 
perhargaan atas jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan.  
Pertimbangan penggajian perusahaan belum secara eksplisit mencakup 
seluruh kebutuhan akhirat, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Namun, 
pihak Wong Solo berharap kepada setiap pekerja agar mampu mengelola 




Ditinjau dari pihak pekerja sendiri, di antaranya menurut Irwan yang 
merupakan salah satu karyawan yang telah berkeluarga berposisi sebagai 
pelayan di Rumah Makan Wong Solo, “alhamdulillah, selama bekerja di Wong 
Solo, kebutuhan pokok pribadi dan rumah tangga saya sudah mencukupi, sebab 
juga ada tunjangan keluarga yang diberikan perusahaan”. Dari seluruh 
kompensasi yang telah ia terima bahkan di antaranya masih ada kelebihan 
sedikit yang kiranya dapat ditabung untuk keperluan masa depan. 
Lain halnya dengan Arwin, yang belum berkeluarga dan berposisi sebagai 
kapten area, menurutnya  
“setiap pegawai pasti punya kebutuhan berbeda tergantung pribadi 
mereka masing-masing, tapi bagi saya alhamdulillah gaji selama bekerja 
di sini (RM. Wong Solo) sudah mencukupi kebutuhan hari-hari saya 
pribadi”.  
 
Berdasarkan pengakuan para pekerja di atas, menunjukkan bahwa mereka 
telah merasa cukup menerima kompensasi yang diberikan oleh pihak 
perusahaan. Hal ini tergambarkan dengan pengakuan bahwa kebutuhan pokok 
mereka sehari-hari telah terpenuhi. Selain itu, perbedaaan status karyawan juga 
berimplikasi terhadap besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan, sebab 
terdapat kompensasi khusus yakni berupa tujangan keluarga yang diberikan 
kepada pekerja yang telah berkeluarga, namun untuk bagian ini akan lebih jauh 
dibahas pada sub bab selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
struktur gaji.  
Kemudian, dilihat dari sisi jenis kompensasi di Rumah Makan Wong Solo 
setidaknya memiliki tiga jenis kompensasi yang diberikan kepada pekerjanya di 
antaranya yakni pertama adalah gaji pokok yang dibayarkan rutin setiap 
bulannya yang ditentukan berdasarkan tingkat upah minimum regional yang 




tunjangan operasional atau tambahan, tunjangan keselamatan dan tunjangan 
keluarga. Ketiga, tunjangan tidak tetap berupa tunjangan hari raya dan tunjangan 
kesehatan. Selebihnya adalah kompensasi atas kerja lembur berupa gaji lembur 
pekerja, kemudian bonus target dan bonus prestasi. Untuk ringkasnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini.  

































































   
Sumber: diolah dari data sekunder dan hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan  




Pemberian tunjangan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo berupa 
tunjangan kesehatan yakni dengan menyertakan karyawannya dalam program 
BPJS. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dan 
bentuk perlindungan (keamananan) terhadap karyawan, agar dalam bekerja 
karyawan merasa terlindungi dan mengurangi kekhawatiran mereka terkait 
khususnya dengan kesehatan. Selain itu, terdapat tunjangan keluarga dengan 
rincian tanggungan terhadap maksimal satu istri dan tiga orang anak yang 
diberikan tanpa terkecuali bagi setiap pekerja yang telah berkeluarga. Tunjangan 
ini menggambarkan bahwa perusahaan juga memperhatikan tanggungan yang 
dimiliki oleh setiap pekerjanya, sebab setiap pekerja memiliki tanggungan 
keluarga yang berbeda-beda.  
Selanjutnya adalah tunjangan keselamatan yang diberikan kepada seluruh 
pekerja yang sifatnya tetap, dengan dasar penetapan bergantung pada risiko 
tugas yang dilakukan oleh para pekerja, semakin mudah tugas yang dibebankan 
kepada pekerja maka semakin kecil pula tunjangan yang akan diterima dan 
begitupun sebaliknya. Kemudian terdapat pula tunjangan operasional atau 
tambahan yang jumlahnya disesuaikan dengan posisi dan jabatan pekerja.  
Selebihnya adalah tunjangan tambahan yang diberikan pihak Wong Solo 
seperti tunjangan hari raya yang jumlahnya satu kali gaji pokok sesuai aturan 
pemerintah. Adapun tunjangan makan tidak secara langsung diberikan dalam 
bentuk uang kepada pekerja, namun pemberiannya dalam bentuk makanan 
langsung setiap harinya. Sehingga pembebanannya tidak tergolong ke dalam 
gaji pekerja. 
Terdapat pula pemberian kompensasi berupa bonus target dan prestasi 
dimaksudkan agar karyawan memiliki motivasi dan target yang maksimal dalam 




dengan upah kerja lembur yang juga diberikan pihak perusahaan sebesar dua 
kali upah harian pekerja, biasanya terjadi saat tanggal merah seperti hari raya 
umat non muslim dll. Seluruh kompensasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan para pekerja dan untuk mempererat hubungan baik antara 
perusahaan dan pekerja.  
Di samping kompensasi tersebut, pihak perusahaan juga menetapkan 
potongan gaji kepada pekerja yang besar kecilnya potongan tentu akan 
berpengaruh lansung terhadap jumlah gaji atau kompensasi yang akan diterima 
oleh pekerja. Potongan-potongan tersebut antara lain yakni potongan akibat 
keterlambatan hadir dan absensi, potongan untuk pelunasan utang bagi pekerja 
yang memiliki pinjaman kepada perusahaan biasanya dalam bentuk cicilan, dan 
terakhir adalah potongan zakat. Seluruh potongan tersebut adalah adalah sesuai 
dengan kesepakatan antara pihak Wong Solo dengan para pekerja.   
Menurut Pak Didik, “... pemberian potongan yang ditetapkan oleh 
perusahaan bertujuan untuk mengedukasi dan mendisiplinkan para pekerja”. 
Kebijakan perusahaan terkait pemotongan ini sebenarnya memang cukup 
memberatkan sebab secara langsung dapat mengurangi jumlah gaji yang 
diterima oleh para pekerja, namun di sisi lain, jika di pandang dari sisi 
manfaatnya maka setiap pekerja tentu akan bersungguh-sungguh dalam bekerja 
agar gajinya tidak terpotong disebabkan karena keterlambatan dan 
ketidakhadiran. Sedangkan untuk potongan utang, sebenarnya adalah bagian 
dari upaya perusahaan untuk membantu finansial para pekerjanya dengan tidak 
membebankan bunga atau tambahan. Namun menurut peneliti, alangkah lebih 
baik jika utang tersebut diberlakukan sebagai pemberian cuma-cuma tapi tetap 




wujud prinsip persaudaraan yang diajarkan dalam Islam dengan cara saling 
membantu.  
Lebih lanjut, dari hasil wawancara diperoleh data terkait kisaran jumlah gaji 
yang diterima per bulan oleh tiap tingkatan pekerja di Rumah Makan Wong Solo 
Cabang Makassar adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.2 Kisaran Gaji Pekerja Pada Tiap Golongan 
 
No. Golongan Jabatan Kisaran Gaji Per Bulan 
1 Golongan IV (pimpinan) Rp.3.500.000 – Rp.5.000.000 
2 Golongan III (staf) Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 
3 Golongan II (karyawan) Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 
4 Golongan I (part time) ≥  Rp.900.000 
 
Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang Wong solo makassar 
 
Kisaran jumlah gaji pada tabel di atas akan mengalami penyesuaian setiap 
tahunnya dengan melihat tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain 
itu, sebagai perusahaan bisnis, Rumah Makan Wong Solo sangat bergantung 
pada kondisi pasar sehingga, ketika perusahaan mengalami kondisi pasar yang 
menguntungkan maka secara tidak langsung pendapatan pekerja juga akan 
bertambah.  
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkatan pekerja yang paling 
bawah yakni part time memperoleh gaji paling sedikit yakni sebesar ≥ 
Rp.900.000 per bulan. Kebijakan perusahaan dalam pemberian angka tersebut 
didasarkan atas masa kerja mereka rata-rata hanya berbulan-bulan saja dan 
jumlah jam kerja mereka yang cukup singkat yakni hanya 4 jam per harinya 
dengan normal kerja 7 jam per hari. Di samping itu, asumsi hitungan untuk biaya 
kos-kosan biasanya sebesar Rp.300.000/bulan, sedangkan untuk biaya makan 
dan minum perbulannya adalah Rp.600.000 (@20.000 per hari). Adapun angka 




golongan part time, belum termasuk tunjangan tetap seperti tunjangan 
keselamatan yang juga akan mereka peroleh setiap awaln bulan, serta tunjangan 
kesehatan, dan bonus lainnya yang sewaktu-waktu dapat mereka peroleh, 
sehingga jumlah tersebut masih bisa bertambah. Menurut pak Didik, “... 
perusahaan sebenarnya tidak mematok angka maksimum, kita sesuaikan 
dengan kondisi pasar”.  Selebihnya, untuk golongan karyawan, staf hingga 
manajer atau pimpinan juga berlaku perhitungan di atas, namun memang 
terdapat jumlah penambahan gaji yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 
seperti golongan/jabatan, masa kerja dan lain-lain yang akan dijelaskan pada 
sub judul selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji.        
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Rumah Makan Wong Solo 
Makassar dalam menggaji pekerjanya mempertimbangkan kebutuhan dasar 
berupa kebutuhan makan, air, perumahan, kesehatan, keamanan (keselamatan), 
















Tabel 5.3 Tabel Realisasi Kebutuhan Dasar Pekerja di Rumah Makan Wong Solo  








Termasuk dalam perhitungan gaji pokok 
selain tunjangan dan juga terdapat jatah 
makan karyawan setiap hari kerja 
Air Ya 
Termasuk dalam perhitungan gaji pokok 
selain tunjangan 
Sandang Ya 
Termasuk dalam perhitungan gaji pokok 
selain tunjangan 
Kesehatan Ya 
Termasuk dalam tunjangan kesehatan 
berupa BPJS 
Keamanan Ya 




Ya Termasuk dalam tunjangan keluarga 
Perumahan Ya 
Termasuk dalam perhitungan gaji pokok 
selain tunjangan 
Transportasi Tidak 
Rata-rata pekerja bertempat tinggal di 
sekitar (dekat) perusahaan sehingga belum 
dianggap prioritas 
Pendidikan Tidak 
Rata-rata  pekerja tidak lagi melanjutkan 
pendidikannya  
Komunikasi Tidak 
Hampir semua pekerja telah memiliki alat 
komunikasi,  
Haji Tidak Belum menjadi pertimbangan 
Zakat Tidak Belum menjadi pertimbangan 
Umrah Ya 
Berupa bonus umrah yang hanya berlaku 
bagi pimpinan dan tingkatan staf saja. 
Belum mencakup seluruh karyawan biasa 
Qurban Tidak Belum menjadi pertimbangan 
 




Pada Tabel 5.3 dapat dilihat terjadinya pengurangan kualitas pemenuhan 
kebutuhan dasar pekerja sebagai dasar penentuan besaran gaji yang terjadi di 
Rumah Makan Wong Solo Makassar. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang belum 
terealisasi seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, komunikasi, haji, zakat 
dan qurban dapat diartikan bahwa perusahaan belum memberikan perhatian 
(pertimbangan) khusus terhadap kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan pihak 
perusahaan menilai kondisi pekerja dan kemampuan perusahaan yang belum 
memadai untuk merealisasikan hal tersebut. Sesuai teori yang dikemukakan 
sebelumnya, yakni apabila jenis kebutuhan yang telah diuraikan tidak mampu 
diterapkan oleh pemilik usaha (pemberi kerja), maka dapat dilakukan 
pengurangan kualitas kebutuhan dasar pekerja yang bersifat profan (dunia) dan 
kebutuhan bekal di akhirat yang sifatnya sunnah. (Alimuddin, 2009). Oleh karena 
itu, peneliti menganggap hal ini masih dalam batas kewajaran selama kedua 
pihak yakni perusahaan dan pekerja sama-sama telah sepakat. Namun, 
perusahaan di samping itu harus terus berupaya agar bisa lebih baik lagi dalam 
memenuhi seluruh kebutuhan dasar pekerjanya. 
Selain itu, tabel 5.3 sebenarnya lebih mencerminkan realisasi kebutuhan 
dasar terhadap pekerja pada tingkatan karyawan biasa dan part time yang 
memiliki jumlah gaji yang relatif rendah, sedangkan pada tingkatan staf dan 
pimpinan yang memiliki nominal gaji yang cukup besar (Tabel 5.2) bisa saja 
terjadi peningkatan kualitas kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi tergantung 
bagaimana mereka mengelola gajinya masing-masing agar terpenuhi seluruh 
kebutuhan dasar yang ada.  
Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menilai pihak perusahaaan belum 
memiliki ukuran yang jelas tentang berbagai komponen kebutuhan dasar yang 




pekerjanya, baik itu sifatnya kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. 
Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, agar dapat mengukur 
secara tepat sejauh mana pihak perusahaan telah memenuhi jumlah kebutuhan 
dasar para pekerjanya. Selain itu, agar menghindari kesan bahwa pihak 
perusahaan hanya sekedar mengandalkan hasil survey dari perusahaan sejenis 
dan melihat jumlah UMP yang ada. 
 
5.1.2 Pertimbangan pada Kemampuan Finansial Perusahaan 
Kemampuan finansial perusahaan merupakan salah satu yang menjadi 
acuan dalam menentukan gaji karyawan di Rumah Makan Wong Solo. Kebijakan 
gaji perusahaan semata-mata tidak hanya menggantungkan pada Upah 
Minimum Provinsi yang berlaku sebagai tolak ukur gaji yang diberikan kepada 
karyawan.  
Seluruh kompensasi yang ada bisa saja dalam suatu kondisi mengalami 
penurunan dibawah tingkat upah minimum yakni ketika perusahaan mengalami 
kondisi yang tidak baik, namun bisa juga sebaliknya, saat kondisi perusahaan 
memperoleh keuntungan yang besar maka secara otomatis keuntungan tesebut 
juga akan dibagikan keseluruh pekerja tak terkecuali. Pembagian keuntungan 











Tabel 5.4 Ringkasan Laporan Laba Rugi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo  
    Cabang Makassar 
 
 













2010 3.014.515.263 401.533.433 542.612.747 18 13 
2011 3.185.794.539 400.772.953 541.585.072 17 13 
2012 3.391.329.671 426.629.273 576.526.044 17 13 
2013 3.425.585.526 483.350.118 650.861.250 19 14 
2014 3.733.888.223 497.353.911 672.099.880 18 13 
 
Sumber: diolah dari data sekunder dan hasil wawancara dengan pimpinan cabang Wong  
    solo makassar 
 
Pada tabel di atas menunjukkan setiap komponen di antaranya omzet, 
biaya gaji serta keuntungan yang diperoleh perusahaan senantiasa mengalami 
perubahan setiap tahunnya. Khususnya pada biaya gaji yang dikeluarkan oleh 
perusahaan pada tabel di atas dapat diamati bahwa ada kecenderungan ketika 
terjadi perubahan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan maka 
perolehan biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan juga akan mengalami 
perubahan, keduanya berbanding lurus. Seperti pada tahun 2012 dan 2013, 
pada tahun 2012 jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar 
Rp.576.526.044 dengan begitu pengeluaran untuk biaya gaji pekerja sebesar 
Rp.426.629.273. Sedangkan pada tahun 2013 perusahaan mengalami kenaikan 
keuntungan sebesar Rp.650.861.250, maka jumlah biaya gaji pun turut 
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.483.555.968 dan 
hal ini juga terjadi pada tahun lainnya.   
Selain itu, dapat dilihat dari jumlah rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan 




sedangkan rata-rata laba yang diperoleh setiap tahunnya sebesar 18 % dari total 
omzet. Jika dibandingkan antara rata-rata biaya gaji dan laba perusahaan, maka 
keduanya tidak terlampau jauh sebab hanya berbeda sekian persen saja. 
Sehingga menurut peneliti hal ini dapat mencirikan bahwa pihak Rumah Makan 
Wong Solo yang tergolong sebagai perusahaan yang profit oriented tidak 
eksploitatif terhadap para pekerjanya dengan tetap menjaga agar tidak terjadi 
kesenjangan yang besar terhadap gaji pekerja dan pendapatan perusahaan 
meski dalam hal ini peluang untuk melakukan hal tersebut ada. Sebab tidak 
jarang bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan tidak akan 
segan-segan mengeksploitasi pekerjanya (Ersilininda, 2013). Oleh karena itu, 
sikap perusahaan dalam hal ini sesuai dengan yang pernah dicontohkan pada 
masa kekhalifaan terduhulu yakni tetap berada pada batas-batas yang wajar dan 
juga sebagaimana hadis “Dan Aku sekali-kali tidak menzhalimi hamba-hamba-
Ku” (QS. Qaaf:29). 
Adapun penerapan aturan pemerintah terkait upah minimum, menurut Pak 
Didik “setiap tahun perusahaan menerapkan kebijakan UMP (Upah Minimum 
Provinsi) menurun...”. Seperti dicontohkan, Upah minimum yang berlaku di Wong 
Solo Makassar pada tahun 2014 mengacu pada UMP tahun sebelumnya, yaitu 
tahun 2013 dan seterusnya seperti pada tabel berikut. 
Tabel 5.5 Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Rumah Makan Ayam  
      Bakar Wong Solo  Cabang Makassar  
 
Tahun UMP Wong Solo 
2010 1.000.000 905.000 
2011 1.100.000 1.000.000 
2012 1.200.000 1.100.000 
2013 1.500.000 1.200.000 
2014 1.800.000 1.500.000 
2015 2.075.000 1.800.000 
  





Hal ini disebabkan karena laju pendapatan perusahaan yang tidak 
selamanya mengalami peningkatan seperti tingkat UMP yang setiap tahun 
mengalami kenaikan (tabel 5.5). Apalagi mengingat jumlah pekerja di Wong Solo 
tergolong cukup banyak, yakni berjumlah  41 orang, sehingga tentu akan 
menyerap alokasi biaya gaji yang cukup besar. Adapun berikut ini adalah ilustrasi 
jika perusahaan menerapkan UMP sesuai aturan pemerintah dengan asumsi 
pekerja berjumlah 41 orang:   
Tabel 5.6 Ilustrasi Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Berlaku Sesuai  
               Perubahan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo  Cabang  




















2010 401.533.433 448.273.433 542.612.747 495.872.747 9 
2011 400.772.953 449.972.953 541.585.072 492.385.072 10 
2012 426.629.273 475.829.273 576.526.044 527.326.044 9 
2013 483.350.118 630.950.118 650.861.250 503.261.250 29 
2014 497.353.911 644.953.911 672.099.880 524.499.880 28 
 
Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang Wong solo makassar 
 
Tabel ilustrasi di atas menunjukkan bahwa ketika perusahaan menerapkan 
UMP berlaku sesuai perubahan maka akan terjadi penurunan laba perusahaan 
pada tahun 2010-2014, dan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2013-
2014 sebesar 28 persen hingga 29 persen disebabkan peningkatan UMP berlaku 
yang cukup besar yakni sebesar Rp 300.000 lebih besar dari UMP tahun 
sebelumnya. Maka hal ini menurut Pak Didik “... sangat membebani operasional 




dasarnya perusahaan memiliki jumlah keuntungan yang bervariasi setiap 
tahunnya, kadang mengalami peningkatan namun juga kadang dapat menurun 
dari tahun sebelumnya. Dengan ketidakstabilan jumlah keuntungan tersebut, 
tentu tidak relevan ketika diperhadapkan pada tuntutan kenaikan UMP setiap 
tahunnya dengan jumlah yang kadang cukup besar. Apalagi melihat 
kecenderungan omzet perusahaan setiap tahunnya yang relatif mengalami 
kenaikan, sehingga kebutuhan modal perusahaan setiap tahunnya juga tentu 
akan mengalami peningkatan. Peningkatan modal ini mungkin juga sebagai 
upaya perusahaan dalam meningkatkan perolehan laba untuk mengimbangi 
peningkatan UMP yang ada. Oleh karena itu, menurut peneliti wajar jika 
perusahaan menerapkan kebijakan upah menurun susuai kemampuan finansial 
perusahaan dengan alasan tersebut.  
Namun yang perlu dicermati bahwa meskipun dengan keterbatasan 
tersebut, tidak menjadikan pihak Wong solo berlaku tidak adil terhadap para 
pekerjanya dengan tetap membayar mereka sesuai dengan kondisi keuangan 
perusahaan. Walaupun di sisi lain kondisi ini tentunya akan berdampak langsung 
terhadap kualitas kebutuhan dasar pekerja seperti yang telah dijelaskan pada 
sub judul sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan sejak awal 
kontrak telah saling berkomitmen untuk memberikan kontribusinya masing-
masing sesuai kemampuan yang dimiliki, baik dari pihak perusahaan maupun 
pihak karyawan itu sendiri. Sehingga, tidak ada kesan untuk saling mendzolimi 
dan eksploitatif.  
Lebih lanjut, menurut Pak Didik, “rata-rata perusahaan juga menerapkan 
kebijakan gaji sama seperti yang dilakukan oleh pihak Wong Solo”. Hal ini 




perusahaan sejenisnya sebagai wujud rasa tanggung jawab perusahaan kepada 
para pekerjanya agar tidak terjadi kecemburuan sosial.  
 Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa Rumah Makan Ayam Bakar 
Wong Solo telah cukup adil memenuhi prinsip keadilan dalam perspektif 
pertimbangan kemampuan finansial perusahaan sebagai dasar penentuan 
besaran gaji yang adil. Namun tetap perlu menjadi catatan penting bagi 
perusahaan bahwa penerapan upah yang tidak sesuai dengan tingkat UMP 
seperti digambarkan pada tabel di atas dapat mengancam eksistensi perusahaan 
karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh 
sebab itu, pihak Wong Solo harus memberikan perhatian lebih serius tentang hal 
ini. 
 
5.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Gaji 
Penentuan struktur gaji karyawan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
setidaknya memperhitungkan beberapa faktor penting di antaranya yakni 
pertama, sesuai dengan posisi/jabatan seseorang di dalam perusahaan. Di 
dalam  struktur Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo memiliki empat 
tingkatan/golongan karyawan, golongan IV atau tingkatan tertinggi diisi oleh 
seorang manajer atau pimpinan cabang, golongan III diisi oleh para staf yang 
memang biasanya direkrut khusus oleh perusahaan untuk menempati 
jabatan/posisi tertentu, Seperti Kepala Produksi, Kepala Keuangan dst.  
Selanjutnya, golongan II diisi oleh para karyawan biasa, dan terakhir golingan I 







Tabel 5.7 Golongan dan Jabatan Pekerja 
No. Golongan Pekerja Jenis Jabatan/Posisi 
1. Golongan IV Pimpinan/Manager cabang 
2. Golongan III 
Golongan Staf: Kepala Produksi, Kepala 
Keuangan, Kepala Operasional, Kepala 
Personalia, Bendahara, Asisten Produksi, Asisten 
Operasional, dan Asisten Personalia.   
3. Golongan II 
Golongan Karyawan: Kasir, Bag. Tongseng, Bag. 
Blonk, Bag. Steward, Bag. Bakar, Bag. Bumbu, 
Bag. Gorengan, Bag. Jaga Malam, Bag. Belanja, 
Bag. Gudang, Kapten Area, Bag. Maintenance, 
Bag. Costumer service, Bag. Delivery, Bag. Part 
Time. 
4. Golongan I Part Time  
 
Sumber: diolah dari data sekunder dan hasil wawancara 
 
Setiap golongan memiliki proporsi gaji yang telah disesuaikan dengan posisi 
dan kinerjanya masing-masing terhadap perusahaan, termasuk dalam hal ini 
adalah beban kerja yang ditanggung oleh setiap pekerja. Misalnya di dalam 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo teradapat perbedaan tingkatan atau 
golongan seperti tingkatan staf yang memilki perbedaan gaji pokok dengan 
golongan di bawahnya seperti diilustrasikan pada tabel berikut.   











Rp.1.440.000 ≥ Rp. 1.440.000 ≥  Rp.2.880.000 
Golongan III (staf) Rp.1.440.000 Rp. 720.000 Rp. 2.160.000 
Golongan II 
(karyawan) 
Rp.1.440.000 Rp. 360.000 Rp.1.800.000 
Golongan I (part time) Rp.900.000 - Rp.900.000 
 




 Pada tabel 5.8 dapat dilihat jumlah gaji pokok hanya berbeda pada 
golongan part time saja, sedangkan golongan lainnya mulai dari unsur pimpinan 
hingga karyawan memperoleh gaji pokok yang sama namun akan berbeda pada 
pemberian tunjangan operasional atau penyesuaian disebabkan adanya 
perbedaan posisi, jabatan atau golongan pekerja. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pada  posisi, jabatan atau golongan 
pekerja akan mempengaruhi jumlah gaji yang diterima.  
Kedua, lamanya seseorang bekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong 
Solo sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi struktur gaji. Berdasarkan 
penuturan Pak Didik, bahwa pihaknya memberikan kompensasi tersendiri untuk 
pekerja yang telah lama mengabdi di perusahaan. Di antaranya adalah para 
pegawai yang telah bekerja selama 10 tahun akan lebih diutamakan untuk 
memperoleh penyesuaian gaji ketika terjadi perubahan tingkat upah dalam 
perusahaan. Seperti diilustrasikan pada tabel 5.8, khusus pada golongan 
karyawan disebut sebagai penyesuaian gaji terhadap tingkat upah minimum 
pemerintah, sedangkan pada golongan staf terkait penyesuaian gaji tersebut 
dimasukkan pada tunjangan operasional. Jumlah penyesuaian gaji sebesar     
Rp. 360.000 lebih utama diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 
10 tahun. Adapun hal ini mengingat satiap tahunnya perusahaan akan 
melakukan penyesuaian terhadap tingkat gaji para pekerjanya. “tiap tahun akan 
kita sesuaikan gaji seluruh pekerja, namun jika tidak memungkinkan semuanya 
memperoleh penyesuaian (penambahan) gaji yang sama, maka kita utamakan 
pekerja yang telah bekerja selama 10 tahun”, tegas Pak Didik.  
Kebijakan perusahaan tersebut didasarkan atas pertimbangan masa kerja 
selama 10 tahun dapat menjadi indikator untuk menilai mereka yang benar-benar 




memperoleh nilai lebih dibanding para pekerja lain yang belum mencapai masa 
kerja tersebut dan rata-rata mereka adalah pekerja yang berada pada tingkatan 
golongan staf. 
Selain itu, kompensasi yang diberikan berupa pembagian keuntungan di luar 
gaji pokok sekitar 5% dari profit perusahaan yang dibagikan secara berkala 
setiap empat bulannya. Hal ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan 
penghargaan perusahaan terhadap karyawan yang telah lama mengabdikan 
dirinya di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo.  
Ketiga, pertimbangan pada absensi karyawan sebagai perwujudan dari 
penenaman sikap disiplin bekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 
Pada Kontrak Kerja pasal 5 poin h disebutkan bahwa “ketidakhadiran karyawan 
di tempat kerja selama tiga hari berturut-turut adalah sebuah pelanggaran jika 
tidak disertai alasan atau pertanggungjawaban yang jelas”, dan hal ini akan 
berimplikasi langsung terhadap besaran gaji yang akan diterima oleh pekerja 
yakni berupa pemotongan gaji. Selain itu, keterlambatan karyawan hadir di lokasi 
kerja juga menjadi hal yang dapat mempengaruhi jumlah gaji pekerja. Hal ini 
membuktikankan bahwa perusahaan begitu mengedepankan tingkat kedisiplinan 
para pekerjanya apalagi mengingat tingkat persaingan bisnis kuliner yang cukup 
ketat, sehingga menuntut perusahaan dan para pekerja agar senantiasa bekerja 
secara optimal.  
Keempat, jumlah tanggungan keluarga sebagai faktor penentu struktur gaji. 
Di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo setiap pekerja yang memiliki 
tanggungan keluarga, seperti pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki istri 
dan anak, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan tunjangan istri dan 
anak. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa pekerja di Rumah 




anak akan memperoleh tunjangan tersendiri. Tunjangan diberikan sebanyak-
banyaknya untuk tiga orang anak dan satu orang istri. Seperti yang dikatakan 
salah satu pegawai yakni Irwan “alhamdulillah setelah menikah saya juga dibantu 
perusahaan dengan tunjangan keluarga ...”. Lain halnya bagi pekerja yang belum 
berkeluarga seperti Arwin, “karena saya belum berkeluarga jadi belum dapat 
tunjangan seperti itu (tunjangan keluarga) ...”. Ia hanya memperoleh jenis 
tunjangan lainnya selain tunjangan ini. Para karyawan mengakui bahwa mereka 
sangat terbantu dan puas dengan berbagai kompensasi yang diberikan 
perusahaan.  
Secara umum terkait pertimbangan pada keempat poin yang telah dijelaskan 
di atas telah memenuhi asas keadilan yakni sesuai dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi struktur gaji sebagai dasar penentuan gaji yang adil di antaranya 
yakni lamanya pengabdian pekerja terhadap majikannya, beban pekerjaan (jenis 
pekerjaan) yang ditanggung, tinggi-rendahnya kebutuhan ekonomi pada saat itu, 
dan jumlah tanggungan (keluarga).  
Peneliti menilai data yang disampaikan di atas telah menunjukkan bahwa 
walaupun memang terdapat perbedaan-perbedaan dalam pemberian gaji atau 
kompensasi, namun pekerja yang berada pada tingkat rendah di Rumah Makan 
Ayam Bakar Wong Solo Makassar setidaknya tetap mampu menutupi biaya 
kebutuhannya untuk berpenghidupan layak, sebaliknya pekerja yang memiliki 
upah tertinggi tidak terlihat menuruti keinginannya untuk hidup berlebih-lebihan 
atau bermewah-mewah, hal ini ditunjukkan melalui pengamatan peneliti terhadap 
kesederhanaan setiap pekerja yang ada di perusahaan, termasuk pimpinan. 
Berdasarkan ketiga elemen yang telah dijelaskan di atas yakni pertimbangan 
kebutuhan dasar pekerja, pertimbangan pada kemampuan finansial perusahaan, 




struktur gaji, maka ketiga elemen tersebut memberikan pengaruh signifikan 
terhadap penetuan besaran gaji pekerja. Khususnya pada pertimbangan 
kemampuan finansial perusahaan, peneliti menilai perusahaan cenderung lebih 
mengandalkan hasil atau keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai dasar 
dalam menentukan besaran gaji para pekerja. Hal ini dapat terlihat dari sikap 
perusahaan yang menerapkan kebijakan standar minimum upah berdasarkan 
upah tahun sebelumnya dengan alasan bahwa peningkatan standar upah 
minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya tidak selamanya 
berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya.  
Adapun terkait pertimbangan kebutuhan dasar pekerja dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi struktur gaji, pihak Wong Solo cenderung menyesuaikan 
terhadap kemampuan perusahaan dalam menentukan kualitas keduanya.  
Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan terkait penentuan 
besaran gaji yang ditetapkan Rumah Makan Wong Solo telah cukup adil dalam 
mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja, kemampuan finansial perusahaan, 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji.      
    
5.2 Sistem Pembayaran Gaji yang Adil 
Pada dasarnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, 
karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka sebagaimana bunyi 
hadis “...dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi). 
Adapun secara detail terkait syarat-syarat tersebut akan dijelaskan dalam 
peraturan atau kesepakatan kerja (kontrak) yang dibuat antara pihak perusahaan 




Sistem pembayaran gaji di Rumah Makan Wong Solo telah menerapkan hal 
di atas yakni berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai asas 
“antarodin minkum” atau keridhaan masing-masing pihak dengan manajemen 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo selaku pihak pertama dan pekerja selaku 
pihak kedua. Dalam pasal 6 Kontrak Kerja yang mengatur tentang Waktu 
Pembayaran Upah dijelaskan bahwa “pembayaran upah atau imbalan 
dilaksanakan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan yang berkutnya”. 
Adapun perhitungan waktu kerja yakni selama 7 jam kerja dalam satu hari 
untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu 
kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja 
lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. Menurut Pak Didik 
“kebijakan Wong Solo terkait waktu kerja dan lembur mengikuti aturan 
pemerintah”. Ketentuan yang dipakai dalam kebijakan di Rumah Makan Wong 
Solo ini mengacu pada aturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, yakni UU 
No. 13 yang mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan kerja. 
Tabel 5.9 Perhitungan Upah Lembur pada Hari Kerja di Rumah Makan  
   Wong Solo Cabang Makassar 
 
Jam Lembur Rumus Keterangan 
Jam Pertama 1,5  X 1/173 x Upah Sebulan - Upah Sebulan adalah 
100% Upah pokok. 
- Cara perhitungan gaji 
pokok per jam adalah 
1/173 kali upah pokok 
sebulan 
Jam Ke-2 & 3 2  X 1/173 x Upah Sebulan 
 
 






Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur 
resmi maka :  
1. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) 
kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan 
jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.  
2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah 
lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 
3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) 
kali upah sejam.  
Sedangkan terkait pemberian bonus kepada para pekerja, “... ada juga bonus 
prestasi karyawan yang diberikan tiap bulan” lanjut Pak Didik. Adapun bonus 
yang berlaku di perusahaan yang berhubungan langsung dengan gaji yakni 
prestasi dan bonus pencapaian target. Bonus prestasi karyawan dihitung 
berdasarkan absensi pekerja, sedangkan bonus target dihitung berdasarkan 
jumlah keuntungan dari pencapaian target perusahaan.  
Selain itu, setiap pekerja di Wong Solo juga diberikan hak waktu untuk 
istirahat selama 1 hari setiap pekan dan hak cuti sekurang-kurangnya selama 12 
hari dalam satu tahun. Adapun jika pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan 
pekerjaan maka pihak perusahaan tetap membayarkan upahnya dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari 
upah; 
b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 
upah; 





d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah 
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
Perusahaan membayarkan gaji karyawan termasuk upah lembur pada setiap 
awal bulan secara rutin dan diupayakan agar selalu tepat waktu per tanggal 1. 
Sedangkan pembayaran bonus dilaksanakan setiap bulan per tanggal 15 setelah 
perhitungan laba rugi perusahaan. Penetapan jadwal pembayaran gaji tersebut 
membantu pekerja agar tetap merasa haknya terpenuhi tepat waktu. 
Berdasarkan hasil wawancara, hal ini juga diiyakan oleh pekerja, menurut Irwan 
“selama bekerja di Wong Solo saya selalu menerima gaji tiap waktu setiap 
tanggal 1, tapi memang pernah terjadi keterlambatan gaji namun sangat 
jarang...”. Hal ini mengisyaratkan bahwa para pekerja pada dasarnya telah cukup 
puas dengan menerima gaji tepat pada waktunya, meskipun memang diakui 
pernah terjadi keterlambatan gaji, namun tidak pernah lewat dari hasil 
kesepakatan yakni paling lambat tanggal 3 di awal bulan dan besarnya sesuai 
ketentuan yang telah disepakati. Menurut penuturan pihak manajemen 
perusahaan, terjadinya keterlambatan gaji biasanya terjadi pada bulan yang 
pendek, seperti pada bulan februari, hal ini disebabkan karena pada bagian 
pengelolaan gaji perusahaan sering kesulitan menghitung dan meyesuaikan gaji 
pada bulan tersebut.  
Pihak Wong Solo menerapkan pembayaran gaji secara tunai, melalui 
bendahara perusahaan. Hal ini dilakukan agar hak gaji karyawan bisa cepat 
tertunaikan pada saat itu juga.  
Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
perusahaan telah cukup memenuhi perspektif pembayaran gaji yang adil. 
Dengan didasarkan pada ketepatan waktu pembayaran gaji yang dilakukan pihak 




“Berikanlah gaji orang gajian sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah dan 
Imam Thabrani). Selain itu, terkait alasan penundaan yang terjadi dikarenakan 
kesulitan penyesuaian gaji yang dilakukan di bulan-bulan tertentu, menurut 
peneliti kiranya memang dapat diterima, namun tentu pihak manajemen 
seharusnya tidak boleh berhenti di situ saja, yakni dengan tetap mengevaluasi 
kinerja bagian keuangan agar hal-hal seperti penundaaan gaji dapat dicegah.  
    
5.3 Bargaining Power yang Adil 
Menurut Abdul Hamid Habbe, Bargaining power yang adil seperti 
dimaksudkan dalam hal ini adalah bentuk kesetaraan kekuatan posisi tawar 
masing-masing pihak, baik itu dari sisi pekerja maupun dari pihak pemilik atau 
pemberi kerja, dalam hal ini adalah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh, yakni hampir semua tenaga kerja 
baik pria maupun wanita yang bekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
Makassar adalah lulusan SMA/SMK se-derajat dan hanya pimpinan cabang saja 
yang merupakan lulusan sarjana muda. Hal ini juga diiyakan oleh pak Didik 
selaku Pimpinan Cabang Wong Solo, menurutnya “perusahaan merekrut 
karyawan dengan standar minimal pendidikan SMA/SMK se-derajat, dan hasil 
rekrutan lebih banyak berada pada tingkatan itu...”.  
Kondisi ini menandakan masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan para 
pekerja di Wong Solo Makassar, meskipun di antara mereka terdapat lulusan 
sekolah kejuruan, namun hal tersebut belumlah cukup untuk bisa mencapai 
keseimbangan pada posisi tawar pekerja terhadap perusahaan terkait penentuan 
gaji. Apalagi sejak awal perekrutan, para calon pekerja telah terkondisikan 
sebagai tenaga kerja yang belum terlatih, sebab Wong Solo memiliki persyaratan 




manajemen Wong Solo khususnya bagian produksi. Hal ini dapat diartikan 
bahwa setiap pekerja yang terekrut di Wong Solo baru dikatakan memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan setelah mereka dilatih oleh trainer 
yang disiapkan oleh pihak manajemen Wong Solo.  
Di samping itu, terdapat beberapa pekerja yang berada pada tingkatan 
karyawan dan part time yang memiliki profesi sampingan seperti pedagang, loper 
koran dll. Hal ini karena masih ada waktu yang tersisa yang dapat dimanfaatkan 
untuk bekerja. Lain halnya dengan pekerja yang berada pada tingkatan manejer 
dan staf, waktu mereka lebih banyak disibukkan dengan amanah untuk menjaga 
Wong Solo sehingga tidak ada waktu untuk melakukan usaha sampingan 
lainnya. Kondisi ini menyiratkan bahwa secara umum para pekerja masih 
menjadikan profesinya di Wong Solo sebagai profesi utama untuk mencari 
nafkah. Di sisi lain, mengingat kebutuhan untuk bekerja masih sangat tinggi 
sehinggga cenderung akan selalu menerima keputusan dari perusahaan.    
Lebih lanjut, menurut penuturan beberapa pekerja, di antaranya pak Irwan 
yang merupakan salah satu karyawan senior di Wong Solo, beliau mengatakan 
“setahu saya selama bekerja di sini belum ada karyawan yang ikut serikat 
pekerja, dan saya juga baru tahu kalau organisasi seperti ini ada ...”, begitu juga 
pengakuan dari Arwin, “saya tidak ikut serikat pekerja ...”. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut diketahui bahwa hampir tidak ada karyawan yang bekerja di 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo bergabung dengan organisasi serikat 
pekerja dan semacamnya, bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu-menahu 
bahwa ada organisasi semacam ini yang sebenarnya dapat menjadi corong 
komunikasi mereka dengan pihak manajemen perusahaan ketika terjadi 




Melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menganggap 
terdapat dua kemungkinan alasan mengapa para pekerja di Rumah Makan Ayam 
Bakar Wong Solo memilih untuk tidak ikut bergabung atau membuat organisasi 
serikat pekerja, alasan pertama yaitu, karena mereka benar-benar tidak tahu dan 
tidak mengerti tentang fungsi serta peran penting dari sebuah organisasi serikat 
pekerja baik itu di dalam atau di luar perusahaan, dan memilih untuk berprilaku 
layaknya pekerja yang loyal terhadap ketentuan perusahaan. Sehingga para 
pekerja terkesan menutup diri terhadap organisasi semacam ini, meskipun dalam 
hal ini dari pihak perusahaan juga tidak melarang pekerja untuk bergabung 
dengan organisasi tersebut sebagai mana menurut pak Didik “perusahaan tidak 
membatasi parapekerja apakah mereka ingin ikut serikat pekerja atau tidak ...”.  
Menurut Gunarto (2011), terdapat 3 cara pekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dalam melaksanakan konsep kebebasan berserikat. Pertama, pekerja 
berperilaku konflik dengan pengusaha dalam pelaksanaan kebebasan berserikat. 
Kedua, pekerja berperilaku loyal pada pengusaha sebagai cara untuk dapat 
memenuhi ketentuan perusahaan. Ketiga, perilaku pekerja yang ketaatan 
dengan pengusaha dimaksudkan untuk kepentingan pribadinya dalam memenuhi 
kesejahteraan hidupnya. 
Alasan kedua yaitu, para pekerja telah merasa nyaman bekerja di Wong Solo 
sehingga mereka merasa tidak lagi terlalu membutuhkan yang namanya 
organisasi serikat pekerja tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan hubungan 
kerja yang terjalin antara pimpinan dan seluruh pekerja sangat mengedepankan 
asas kekeluargaan di mana setiap individu di dalam perusahaan memperlakukan 
individu lainnya atas dasar persaudaraan dan persahabatan, sehingga jika terjadi 
masalah atau keluhan apapun itu dari pekerja maka akan diselesaikan secara 




usul masalah kemudian bersama-sama mencari jalan keluar terbaik dengan 
berusaha agar tidak merugikan satu sama lain dan cara ini yang digunakan 
perusahaan dalam menyelesaikan masalah dengan para pekerjanya.  
Namun lebih jauh peneliti memandang persoalan ketidakseimbangan 
bargaining power ini sebenarya bukan semata-mata tanggung jawab pekerja 
untuk melatih dan membimbing diri mereka masing-masing agar menjadi pekerja 
yang memiliki posisi tawar yang kuat. Sebab, untuk membangun kapasitas diri 
demi memenuhi kualifikasi sebagai pekerja yang cakap, tentu diperlukan pula 
biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan kerja, dan 
untuk hal ini tidak semua orang memiliki kemampuan atau akses yang mudah 
dalam menutupi biaya tersebut.  
Oleh karena itu, di sisi lain pemerintah dan perusahaan juga memiliki andil 
besar dalam mempengaruhi posisi pekerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki 
tanggung jawab besar untuk mengatasi ketimpangan ini dengan menyediakan 
akses seluas-luasnya bagi calon tenaga kerja untuk memperoleh pendidikan dan 
pelatihan agar menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkompeten dalam 
bekerja. Adapun  perusahaan cenderung lebih suka merekrut tenaga kerja yang 
berpendidikan rendah karena dianggap lebih low cost dibanding tenaga kerja 
lulusan sarjana. sehingga ketika mereka menuntut keadilan maka dengan 
senang hati perusahaan tersebut mempersilahkan mereka untuk keluar dari 
perusahaan, disebabkan banyaknya antrian pekerja yang juga ingin bekerja di 
perusahaan tersebut. Teori inilah yang dikenal sebagai Hukum Upah Besi 
(Triono, 2014:205). Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar perusahaan 
haruslah tetap adil dalam menetapkan gaji karyawannya meskipun mereka 
berada pada posisi tawar yang sangat rendah, sebab setidaknya mereka juga 




setiap pekerja juga adalah manusia yang mesti diperlakukan secara adil dengan 
tidak mengurangi sedikitpun hak mereka.  
Konflik industrial atau perselisihan yang terjadi diperusahaan tidak jarang 
disebabkan karena belum terciptanya hubungan industrial yang baik yang 
seharusnya dibangun sistem komunikasi dua arah antara pengusaha dengan 
pekerja dan disebabkan karena rasio upah yang terlalu tinggi (Sutinah, 2009). 
Namun, menurut peneliti, Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo merupakan 
salah satu perusahaan yang telah memperlakukan para pekerjanya dengan 
cukup baik meskipun mereka berada pada posisi yang lemah terhadap 
perusahaan yang disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah serta tidak 
adanya serikat pekerja yang dapat menjadi bagain bagi mereka. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan melihat human relation (hubungan kerja) yang terjaga dengan 
baik antara perusahaan dan karyawan sehingga mencerminkan sebagaimana 
hadis “sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak 
manfaatnya bagi orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim). selain itu adalah 
penetapan rasio upah yang tidak terlampau jauh antara pekerja. Kondisi ini 
membuat para pekerja merasa nyaman bekerja di Wong Solo sehingga 
menciptakan hubungan yang harmonis antara setiap individu di dalam 
perusahaan, mulai dari unsur pimpinan hingga pekerja di golongan bawah.    
 
5.4  Ringkasan 
Penentuan besaran gaji pekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
mempertimbangkan tiga perspektif penting yakni, pertama kebutuhan dasar 
pekerja berupa kebutuhan duniawi berupa kebutuhan makan, air, sandang, 
kesehatan, keamanan, berumah tangga (keluarga), perumahan, dan kebutuhan 




belum terealisasi seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, komunikasi, haji, 
zakat dan qurban dapat diartikan bahwa perusahaan belum memberikan 
perhatian (pertimbangan) khusus terhadap kebutuhan tersebut. Hal ini 
disebabkan pihak perusahaan menilai kondisi pekerja dan kemampuan 
perusahaan yang belum memadai untuk merealisasikan hal tersebut. Kedua, 
pertimbangan pada kemampuan finansial perusahaan, yakni keuntungan yang 
diperoleh perusahaan berpengaruh besar terhadap perubahan tingkat 
pendapatan pekerja termasuk penerapan UMP di Wong Solo seperti yang 
digambarkan pada tabel 5.4 dan tabel 5.5. Ketiga, pertimbangan terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi struktur gaji, yakni Lamanya Pengabdian pekerja 
terhadap majikannya, beban pekerjaan (jenis pekerjaan) yang ditanggung, tinggi-
rendahnya kebutuhan ekonomi pada saat itu, dan jumlah tanggungan (keluarga). 
Sebagai catatan penting bahwa walaupun memang terdapat perbedaan-
perbedaan dalam pemberian gaji atau kompensasi, namun pekerja yang berada 
pada tingkat rendah di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Makassar 
setidaknya tetap mampu menutupi biaya kebutuhannya untuk berpenghidupan 
layak, sebaliknya pekerja yang memiliki upah tertinggi tidak terlihat menuruti 
keinginannya untuk hidup berlebih-lebihan atau bermewah-mewah. Berdasarkan 
ketiga elemen yang telah dijelaskan di atas yakni pertimbangan kebutuhan dasar 
pekerja, pertimbangan pada kemampuan finansial perusahaan, dan terakhir 
pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji, maka 
ketiga elemen tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap penetuan 
besaran gaji pekerja. 
Selanjutnya, penerapan sistem pembayaran gaji di Rumah Makan Ayam 
Bakar Wong Solo. Kebijakan perusahaan pada dasarnya mengacu pada aturan 




antaranya dalam hal perhitungan jam kerja, waktu pemberian upah dan bonus, 
serta perhitungan upah lembur. Adapun terkait pembayaran gaji dilakukan 
secara tunai, melalui bendahara perusahaan. Hal ini dilakukan agar hak gaji 
karyawan bisa cepat tertunaikan pada saat itu juga.  
Terakhir adalah perspektif ketiga, yakni bargaining power yang dimiliki oleh 
pihak pekerja terhadap Wong Solo yang dalam kenyataannya masih tergolong 
rendah, khususnya dari sisi pendidikan dan keahlian para pekerja saat terekrut 
rata-rata hanya berbekal ijazah SMA/SMK se-derajat saja. Di samping itu, rata-
rata pekerja tidak memiliki atau tergabung dalam organisasi serikat pekerja. Di 
sisi lain, meskipun  kondisi tersebut terjadi, namun hal itu tidak dimanfaatkan 
dengan semena-mena oleh pihak perusahaan untuk mengeksploitasi kelemahan 

































Berdasarkan pandangan keadilan yang Islami, penggajian yang adil dapat 
dicapai apabila memenuhi tiga persepektif. Perspektif pertama adalah penentuan 
besaran gaji yang adil meliputi tiga elemen yakni pertama pemenuhan kebutuhan 
dasar pekerja berupa kebutuhan untuk bekal di dunia meliputi kebutuhan makan, 
air, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, 
keamanan, dan berumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan untuk bekal di akhirat 
meliputi kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu haji dan zakat dan 
sunnah, yaitu umrah dan qurban (Alimuddin, 2009). Kedua, sesuai pada 
kemampuan pemilik/perusahaan dan ketiga adalah berdasarkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi struktur gaji yang meliputi lamanya Pengabdian pekerja 
terhadap majikannya, beban pekerjaan (jenis pekerjaan) yang ditanggung, tinggi 
rendahnya kebutuhan ekonomi pada saat itu, dan jumlah tanggungan keluarga. 
Perspektif kedua adalah sistem pembayaran gaji yang adil yakni 
membayarkan gaji atau seluruh kompensasi para pekerja sesuai waktu yang 
disepakati dengan benar didasarkan pada kontribusi kerja yang diberikan kepada 
perusahaan. Hal ini sebagai cerminan bahwa Islam sangat menghargai waktu 
dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (pekerja). Terakhir adalah 
perspektif ketiga menurut Abdul Hamid Habbe, yakni bargaining power yang 
dimiliki oleh pihak pekerja terhadap pemilik/perusahaan yang seimbang agar 
melindungi mereka pada posisi yang lemah dari perbuatan diskriminatif dan tidak 




Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar telah menerapkan 
penggajian sesuai metode penggajian yang adil dengan melihat implementasi 
ketiga perspektif untuk mencapai penggajian yang adil dalam Islam. Perspektif 
pertama, yaitu penentuan besaran gaji yang adil dengan pertimbangan pada 
kebutuhan dasar pekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo meliputi 
terpenuhinya kebutuhan makan, air, sandang, perumahan, pendidikan, 
kesehatan, transportasi, komunikasi, keamanan, dan berumah tangga serta 
umrah. Selanjutnya, dengan kelebihan sedikit gaji yang diperoleh para pekerja 
setidaknya dapat dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan 
rukun Islam, yaitu haji dan zakat dan sunnah, yaitu umrah dan qurban. 
Adapun penentuan besaran gaji yang adil dengan pertimbangan pada 
kemampuan finansial perusahaan, yakni pihak Wong Solo telah menetapkan 
jumlah gaji yang wajar dan tidak menciptakan kesenjangan seperti perusahaan 
kapitalis pada umumnya dengan tetap tidak berlebih-lebihan dan mengurang-
ngurangkan secara sengaja. Penetapan gaji selalu didasarkan pada kemampuan 
yang dimiliki perusahaan. Penentuan besaran gaji yang adil terakhir adalah 
dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu struktur gaji, yakni sesuai 
dengan posisi/jabatan seseorang di Wong Solo, lamanya seseorang bekerja 
biasanya ketika mencapai usia pengabdian selama 10 tahun maka akan 
diberikan bonus khusus setiap empat bulannya, kemudian evaluasi melalui 
absensi sehingga dapat dibedakan mana karyawan yang rajin serta tepat waktu 
dan mana karyawan yang malas. Terakhir pertimbangan pada jumlah 
tanggungan keluarga baik istri maupun anak.  
Perspektif kedua, yaitu sistem pembayaran gaji yang adil. Rumah Makan 
Ayam Bakar Wong Solo menggaji pekerjanya dengan tepat waktu dan sesuai 




lembur dan bonus, tanpa pernah menunda-nunda gaji secara sengaja. Adapun 
keterlambatan gaji masih berada pada batas yang tidak menyalahi kontrak kerja. 
Perspektif ketiga, yaitu bargaining power yang adil. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa umumnya pekerja di Rumah Makan Ayam Bakar Wong 
Solo belum memiliki posisi yang kuat dibanding perusahaan. Hal ini dapat dilihat 
dengan fakta bahwa rata-rata pakerja hanya berada pada tingkat pendidikan 
SMA/SMK yang belum terlatih dengan baik dan tidak adanya karyawan yang 
tergabung dalam serikat pekerja. Namun, setidaknya hal tersebut dapat tertutupi 
dengan hubungan kerja harmonis yang terjalin antara masing-masing pekerja 
dan pihak perusahaan, dan pengakuan para pekerja yang telah merasa nyaman 
dan adil memperoleh gaji dari perusahaan. Adapun jika pekerja merasa ada hal 
yang menurutnya tidak adil maka pihak perusahaan sangat terbuka untuk 
menerima saran dan masukan dari pekerja, sebab pada dasarnya sejak awal 
kontrak antara pekerja dan perusahaan telah saling sepakat sesuai asas 
“antarodin minkum” atau keridhaan masing-masing pihak. Disatu sisi, para 
tenaga kerja membutuhkan peran pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja 
terampil dan terdidik sebagai bagian penting untuk meningkatkan bargaining 
power para pekerja.   
 
6.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka peneliti dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada pihak 
manajemen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo sebagai berikut: pertama, 
mengingat masih adanya kendala bagian keuangan perusahaan dalam 
mengelola dan menyalurkan gaji pada bulan-bulan tertentu, maka perlu 




Wong Solo agar tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran gaji kepada para 
pekerja. Cara mengatasinya dengan merekrut tanaga ahli di bidang tersebut atau 
mendatangkan konsultan untuk melatih tenaga yang sudah ada untuk lebih baik 
lagi dalam mengelola penggajian perusahaan.  
Kedua, mengingat belum adanya sarana perusahaan dalam mengevaluasi 
tingkat kepuasan para pekerjanya, maka perusahaan sebaiknya melakukan 
survey kepada karyawan secara berkala baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. 
Hal ini untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap perolehan haknya 
selama bekerja di Wong Solo khsusunya dalam hal gaji.  
Ketiga, mengingat tingkat pendapatan perusahaan cenderung fluktuatif dan 
kesulitan untuk mengimbangi peningkatan UMP setiap tahunnya sehingga 
menyebabkan perusahaan memilih kebijakan UMP menurun, maka dalam hal ini 
model penggajian dengan menggunakan sistem persentase dari hasil penjualan 
perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif bagi sistem penggajian 
perusahaan. Sistem ini dikenal sebagai sistem bagi hasil dalam Islam yang dapat 
menciptakan kesinambungan antara hasil yang diperoleh perusahaan dan hak 
gaji yang didapatkan para pekerja atas kontribusinya terhadap tingkat penjualan 
perusahaan. 
Keempat, penerapan upah yang tidak sesuai dengan tingkat UMP akan 
mengancam eksistensi perusahaan karena telah melanggar aturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pihak Wong Solo harus memberikan 
perhatian lebih serius tentang hal ini dengan berupaya tetap mematuhi aturan 
UMP yang berlaku. 
Bagi pemerintah, sepatutnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih 
terhadap sektor tenaga kerja dengan mengeluarkan regulasi yang pro terhadap 




Daerah dapat membantu dalam membuka seluas-luasnya akses kepada para 
calon tenaga kerja untuk mengikuti pembinaan pelatihan kerja khususnya bagi 
mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian. Hal in sebagai 
upaya penguatan posisi tawar mereka dalam dunia kerja.  
 
6.3 Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan 
yang menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna karena 
disebabkan antara lain : 
1. Terbatasnya jumlah dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai 
untuk menggali lebih dalam informasi kunci terkait penggajian di Rumah 
Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar. Sehingga data kualitatif 
yang didapatkan belum mampu meliputi seluruh jenis pekerja di Rumah 
Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar. 
2. Penelitian ini juga terbatas dalam mendapatkan akses data terkait daftar 
gaji pekerja secara keseluruhan, sebab hal tersebut termasuk rahasia 
perusahaan. 
3. Penelitian ini masih terbatas pada obyek bahasan keadilan dalam 
penggajian di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Makassar, 















Al-Qur’an dan Terjemahan  
 
Arfida, BR. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. Jakarta: Dharma Bhakti 
Wakaf.  
 
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006.  Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab. 
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup. 
 
Ali, Hasan. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah). 
Jakarta. Raja Grafindo Persada.  
 
Alimuddin. 2009. Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Keadilan dalam Islam. 
Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 15: 523-547. 
 
An-Nawawi. 2011. Riyadhus Shalihin. Jakarta: Insan Kamil 
 
An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press. 
 
Ersilininda. 2013. Eksploitasi Kerja dan Resistensi Karyawan Pt. Seruni 
Indahsidoarjo. (online), Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, 
(http://ejournal.unesa.ac.id, diakses 4 Desember 2015) 
 
Furqon, Mochammad. 2006. Positioning sebagai Elemen Startegi  Pemasaran , 
(Studi Kasus di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 
Kalimalang, Jakarta). Skripsi. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut 
Pertanian Bogor.  
 
Gunarto, G. 2011. Rekonstruksi Konsep  Kebebasan Berserikat  Melalui  Serikat  
Pekerja pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai  Keadilan   Menuju  
Kesejahteraan   Pekerja. Jurnal diterbitkan. (Online), 
(http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/97/4
7, diakses 7 Desember 2015) 
   
Huda, Nurul. 2008. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. 
 
Hafizah, Yulia. 2004. Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syari’ah: Suatu 
Catatan Aksiologis, (online), Al-Mawardi Edisi XI, 
(journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2787, diakses 13 juni 2015) 
 






Henry Simamora. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga. STIE 
YKPN: Yogyakarta. 
 
Hutama dkk., Tanpa Tahun. Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi Pekerja  dalam 
Serikat Pekerja (Studi Pada Pt. Pg. Rajawali I Unit Pg. Krebet Baru 
Malang),(Online),(http://download.portalgaruda.org, diakses 10 
September 2015)  
 
Islah, A.A. 1997. Konsep Ibnu Taimiyah. Surabaya: PT. Bina Ilmu.  
 
Kamaluddin, Laode. 2007. Rahasia Bisnis Rasulullah: 12 Rahasia Besar 
Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Mega Bisnis yang Selalu 
Untung Sepanjang Sejarah.Jakarta: Wisata Ruhani 
 
Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syar’iah, Cet. ke-1. 
Yogyakarta: UII Press. 
  
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Novius, Andri. 2012. Fenomena Kesejahteraan Buruh/Karyawan Perusahaan Di 
Indonesia (Phenomenon Employee/Laborer’s Benefit In Indonesia), 
(online), ISSN: 1907-6304, (http://stiepena.ac.id/wp-
content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-2-no-2-81-91, diakses 10 
September 2015) 
 
Purwono, Hadi. 2003. Sistem Personalia. Yogyakarta: Andi Offset 
 
Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/).  
 
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. (Online), (http://ebooks-
islam.fuwafuwa.info/%5BSayyid%20Sabiq%5D%20Fiqh%20Sunnah%20
Vol%20I. diakses 13 Juli 2015). 
 
Shahib, Habib, M.. 2012. Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Penganggaran 
Gaji PT. XYZ. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin  
 
Shihab, M. Quraish. Ensiklopedi al-Qur’an. (online), Pusat Studi al-Qur’an (PSQ), 
(http://www.psq.or.id/ensiklo-pedia_detail.asp?mnid=34&id=6, diakses 1 
Juli 2015) 
 
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
 
Sukirno, Sadono. 1997 Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: PT. Rajawali 
Grafindo Persada. 
 
Suparjan dan Hempri. 2002. Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif. Jurnal 





14 Juni 2015) 
 
Sutinah. 2009. Konflik Industrial: Suatu Kajian Kritis Terhadap konflik Industrial. 
Jurnal Unair, (online), (http://web.unair.ac.id, diakses 7 Desember 2015) 
 
Syafe'I, Rachmat. 2004. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 
 
Syafi’i, M. Antonio. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan. Bank 
Indonesia/Tazkia Institute 
 
Triono, Dwi Condro. 2014. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara: Jilid I Falsafah 
Ekonomi Islam, Cet ke-3. Yogyakarta: Irtikaz  
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 2003. Jakarta: Departemen Keuangan Republik 
Indonesia. 
 
Yenti, Elfina. 2011. Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah terhadap Perilaku 
Bisnis Pedagang Minang pada Pasar Aur Kuning Bukittinggi.(online), 






























Nama     : Andi Syahrul Cibu 
Tempat, TanggalLahir  : Ujung Pandang, 06 Januari 1993 
JenisKelamin    : Laki-laki 
Alamat Rumah   : Jl. Ance Daeng Ngoyo Lr. 3 No.3 Makassar 
Telepon/ HP   : 085399777537 
Alamat Email    : andisyahrulc@gmail.com 
 
Riwayat Pendidikan 
-  Pendidikan Formal 
1. SD Inpres Cambayya 5 Makassar 
2. SMP Negeri 8 Makassar 
3. SMA Negeri 16 Makassar 
4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS Makassar 
 
-     Pendidikan Nonformal 
1. Pelatihan Basic Character Study Skills (BCSS) dilaksanakan oleh 
Universitas Hasanuddin tahun 2011. 
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekonomi Islam dilaksanakan FoSEI  
(Forum Studi Ekonomi Islam), Universitas Hasanuddin tahun 2011.  
3. Latihan Kepemimpinan Tingkat Menengah (LKTM) dilaksanakan oleh BEM 
FK-UH tahun 2013. 
 
Pengalaman Organisasi 
- Ketua FoSEI Unhas 2012-2013 
- Humas Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin (IMA FEUH) 
2012-2013 
- Sekretaris LDM Al Aqsho Unhas 2014-2015 
 
Riwayat Prestasi 
- Juara III Putra Taekwondo kelas Under 63 Kg Pekan Olahraga Daerah 
(Porda) Sulsel tahun 2011 
- Juara I Lomba Cerdas Cermat pada Temu Ilmiah Regional FoSSEI Sulsel 
Tahun 2014 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
            Makassar, 18 Februari 2016  
           
















DESKRIPSI KERJA (JOBDESC) 
No. Posisi/Jabatan Tugas dan Wewenang 
1 Pimpinan Cabang/Manager - Bertanggung jawab langsung 
kepada pemilik. 
- Mengkoordinasikan seluruh 
kegiatan operasionalrumah makan 
yang meliputi kegiatan 
operasi/produksi, keuangan dan 
personalia. 
- Bertanggung jawab menjaga dan 
memelihara agara operasi rumah 
makan selalu sesuai dengan 
standar Wong Solo. 
- Membawahi langsung kepala 
keuangan, operasional, produksi 
dan personalia. 
2 Bagian Keuangan - Bertanggung jawab langsung 
kepada manager. 
- Membawahi langsung bagian 
bendahara dan kasir. 
- Membuat laporan keuangan yang 
akan dilaporkan ke Wong Solo 
Pusat. 
- Mengkoordinasikan pekerjaan 
akuntansi dengan keuangan 
perusahaan. 
3 Bagian Personalia - Bertanggung jawab langsung 
kepada manager. 
- Mengurus perijinan perusahaan 
demi kelancaran operasi 
perusahaan. 
- Menyelenggarakan urusan 
administrasi perusahaan. 





No. Posisi/Jabatan Tugas dan Wewenang 
4 Bagian Operasional - Bertanggung jawab langsung 
kepada manager. 
- Bertugas mengkoordinasikan 
kegiatan operasional rumah 
makan. 
- Membawahi langsung bagian 
belanja, gudang, kapten area, 
maintenance, dan jaga malam. 
5 Bagian Produksi - Bertanggung jawab langsung 
kepada manager. 
- Mengkoordinasikan kegiatan 
produksi rumah makan. 
- Bertanggung jawab akan produksi 
dan kualitas dari semua menu 
yang disajikan kepada tamu. 
- Membawahi langsung kapten 
tongseng, dapur, bumbu, 
minuman, blonk/bakar dan 
gorengan. 
6 Bendahara - Bertanggung jawab langsung 
kepada kepala keuangan. 
- Melakukan perencanaan 
kebutuhan keuangan perusahaan 
dan menjaga arus kas 
perusahaan. 
7 Kasir - Bertanggung jawab kepada 
kepala keuangan. 
- Menerima pembayaran dari tamu. 
- Melakukan transaksi kasir dengan 
benar. 
- Mencatat barang-barang belanja 
pada pagi hari dengan benar. 





No. Posisi/Jabatan Tugas dan Wewenang 
8 Customer Service - Mengarahkan tamu ke tempat 
service. 
- Melayani semua permintaan tamu 
dengan baik. 
- Membantu memberi informasi 
dalam memilih menu yang ada. 
- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, 
Sopan, Santun). 
- Menjaga kebersihan area. 
- Mencatat semua permintaan tamu 
dan merekap dibagian stelling 
masing-masing. 
9 Gudang - Bertanggung jawab langsung 
kepada kepala operasional. 
- Memeriksa dan memlihara 
ketersediaan barang dan bahan 
yang dibutuhkan untuk 
operasional rumah makan.  
- Memelihara dan menjaga barang-
barang di gudang. 
- Melayani. 
10 Belanja  - Bertanggung jawab langsung 
kepada kepala operasional. 
- Bertanggung jawab terhadap 
pembelian barang yang 
diperlukan meliputi bahan baku, 
bahan pembantu dan peralatan 
operasional. 
11 Keamanan dan Parkir - Bertanggung jawab langsung 
kepada kepala operasional. 
- Mengatur parkir dan keamanan 
kendaraan tamu.  





No. Posisi/Jabatan Tugas dan Wewenang 
makan. 
- Mengawasi dan menjaga 
kendaraan-kendaraan yang 
sedang parkir. 
12 Minuman  
 
- Membuat adonan juice sesuai 
dengan keinginan tamu. 
- Memilih kualitas buah yang 
terbaik. 
- Mengatur urutan menu yang telah 
dipesan. 
- Membersihkan dan menata 
kembali semua peralatan dan 
perlengkapan stelling.  
13 Tongseng/Dapur - Memasak masakan segar (fresh), 
menu yang dipesan pembeli 
langsung dimasak itu juga. 
- Memasak dengan cepat dan tepat 
dengan memenuhi standar ukuran 
bumbu yang telah dintentukan. 
- Memeriksa kualitas bahan baku 
sebelum dimasak. 
- Menyiapkan semua perlengkapan 
dan peralatan. 
- Mengatur seluruh sajian menu 
masakan sehingga siap untuk do 
sajikan. 
14 Gorengan  - Menyiapkan minyak goreng untuk 
kelancaran  penggorengan. 
- Mengontrol kualitas bahan baku 
basah yang akan digoreng. 
-  Menyiapkan bumbu goreng di 
stelling. 





No. Posisi/Jabatan Tugas dan Wewenang 
15 Bakaran - Menyiapkan arang untuk 
persediaan kelancaran bakaran. 
- Menyiapkan segala perlengkapan 
dan peralatan bakaran. 
- Membakar sesuai dengan 
pesanan tamu. 
16 Blonk - Memeriksa kualitas ayam yang 
datang dari supplier, apakah 
sudah sesuai engan standar 
bahan baku Wong Solo. 
- Memeriksa kualitas seafood 
(udang, cumi dan ikan). 
- Menyiapkan segala perlengkapan 
dan peralatan blonk 
17 Maintenance - Bertugas untuk menjaga area 
taman. 
- Memeriksa semua kerusakan 
bangunan dan memperbaikinya. 
- Menjaga kebersihan area taman 
rumah makan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
